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KONTEMPLASI MAULID NABI
MUHAMMAD SAW DENGAN
DUNIA PENDIDIKAN
KHUSUSNYA DENGAN
PEMBELAJARAN DI SD.

(Renungan Maulid Nabi Muhammad SAW :
Ketika cahaya keteladanan menjadi cahaya

Oleh: Nursida, S.Pd., M.Pd

pendidikan)

\

Kepala Sekolah SDN 2 Badia Kota Baubau

MAULID Nabi
Muhammad SAW bu-
kan sekedar momen-
tum untuk mengin-
gat kelahiran seorang
manusia mulia, lebih
dalam dari itu maulid
adalah ruang kontem-
plasi - sebuah kesem-

patan untuk bertanya
kepada diri sendiri.
“Sudahkah nilai- nilai
kenabian hadir dalam
cara kita mendidik dan
mendampingi murid-
murid?
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PHO DILAKUKAN SECARA BERSYARAT,
ADA PEKERJAAN MINOR YANG AKAN
DISELESAIKAN SAAT MASA
PEMELIHARAAN.

KONTRAKTOR SUDAH MENERIMA
PEMBAYARAN HINGGA 95%,

SISA 5% DITAHAN SEBAGAI JAMINAN
SESUAI KETENTUAN.

SUBKONTRAKTOR BELUM DIBAYAR
OLEH KONTRAKTOR DAN MENGANCAM
MERUSAK RSUD.

SEBELUMNYA, TERJADI VANDALISME:
CORETAN DAN PENGGEMBOKAN
PINTU RSUD.

TERBARU, PIPA SALURAN AIR DI RSUD
DIRUSAK HINGGA AIR TIDAK BISA
MENGALIR.

BUPATI AZHARI MEMINTA POLISI
MENGUSUT DAN MENINDAK PELAKU
PERUSAKAN SESUAI HUKUM.

RSUD ADALAH FASILITAS KESEHATAN
YANG HARUS DILINDUNGI, BUKAN
JADI SASARAN SENGKETA.

PIPA AIR RSUD
BUTON TENGAH DIRUSAK,
BUPAT] AZHARI MINTA POLS BERTINDAK,

PEMBANGUNAN RSUD BUTON TENGAH
TELAH SELESAI SECARA FISIK DAN
DIANGGAP LAYAK DI-PHO.

Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan, Dishub Buton
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Selatan Benahi Standar Kapal
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Laporan: Prasetio M

BUTON  SELA-
TAN, BP - Kesela-
matan pelayaran di
perairan Buton Sela-
tan menjadi perhatian
Dinas  Perhubungan
setempat setelah ter-
jadinya  kecelakaan
kapal tradisional.
Pemerintah daerah
kini mendorong ne-
layan, pemilik kapal,
dan pelaku angkutan
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Wasuemba EXO 2026 Dibuka, Buton dan Sultra Bidik
Wisata Berkelas Dunia

Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pe-
merintah  Kabupaten
Buton dan Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi
Tenggara memperkuat
pengembangan Desa

Wisata Wasuemba,
Kecamatan = Wabula,
dengan  menjadikan
budaya, tradisi mari-
tim, dan ekonomi
kreatif masyarakat
sebagai modal un-

tuk memperluas pas-
ar pariwisata hingga

mancanegara.
Komitmen tersebut
mengemuka  dalam

pembukaan Wasuem-

ba EXO 2026 di Hala-
man Kantor Desa
Wasuemba, Rabu
sore, 26 Agustus 2026.
Wakil Gubernur Su-
lawesi Tenggara Dr.
Ir. Hugua, M.Ling.,

membuka kegiatan
yang menjadi ruang
promosi potensi wisa-
ta, adat, budaya, serta
produk ekonomi kreat-
if masyarakat setem-
pat.

Bupati Buton Alvin
Akawijaya Putra, S.H.,
memastikan pemerin-
tah daerah akan terus

mengawal
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pengem-

Tidak boleh fasilitas umum, apalagi
fasilitas kesehatan, diganggu begitu.

Ini program utama bapak Presiden untuk
rakyat khususnya di Buton Tengah.

Semoga segera diproses sesuai ketentuan, ,

— DR. AZHARI -
BUPATI BUTON TENGAH

=

Laporan: Ardi,
Baubau
Post-Durasi Times

BUTON TENGAH
, BP- Bupati Buton
Tengah Dr. Azhari
meminta aparat pen-
egak hukum mengu-
sut dugaan perusakan
fasilitas RSUD Buton
Tengah yang terjadi
di tengah persoalan
pembayaran  antara
kontraktor utama dan
sejumlah subkontrak-
tor. la menegaskan,
sengketa  pekerjaan
konstruksi semestinya
tidak berujung pada
tindakan yang meng-
ganggu aset publik,
terlebih fasilitas kese-
hatan.

Menurut  Azhari,
persoalan yang terjadi
bukan menunjukkan
bahwa pembangunan
RSUD Buton Tengah
bermasalah secara
keseluruhan. Ia men-
jelaskan,  pekerjaan
pembangunan  telah
dinilai layak untuk
dilakukan serah teri-
ma pertama pekerjaan
atau PHO oleh ma-
najemen  konstruksi
(MK), pengawas, tim
teknis, PPK, dan pihak
terkait lainnya. Ser-
ah terima itu disebut
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Forum Ekonomi Regional, Buton Selatan
Tawarkan Model Ekonomi Berbasis

Laporan: Ardi

KENDARI, BP Pe-
merintah  Kabupaten
Buton Selatan men-
awarkan model pen-
gelolaan sumber daya
alam yang mengga-
bungkan kepentingan
ekonomi, kesejahter-
aan masyarakat, ke-
lestarian  lingkungan,
dan nilai spiritual.
Gagasan tersebut dis-
ampaikan dalam Fo-
rum Ekonomi Region-
al Sulawesi bertema
“Mewujudkan Penge-
lolaan Sumber Daya
Alam Berbasis Eko-
teologi” di Kendari,
Rabu (26/8/2026).

Gagasan itu dis-

Ekoteologi

MENUJU KESEJAHTERAAN
BERKEI.ANJUTAN

ampaikan Tim Ahli
Bupati Buton Selatan
Urusan  Pemerintah-
an dan Kesejahteraan
Rakyat, Drs. Basiran,
M.Si., yang mewakili
Bupati Buton Selatan
H. Muhammad Adi-
os, S.Sos., M.B.A.
Adios sebelumnya di-
undang sebagai salah
satu pembicara dalam
forum yang dibuka
Wakil Gubernur Su-
lawesi Tenggara Dr.
Ir. Hugua, M.Ling.,
dengan Menteri Ag-
ama Republik Indone-
sia sebagai pembicara
utama secara daring.
Dalam paparannya,
Basiran menawarkan
konsep Eco-Agro-Ma-

rine Economy dengan
menempatkan  sektor
kelautan,  pertanian,
perkebunan, usaha
mikro, kecil, dan me-
nengah (UMKM),
serta pariwisata se-
bagai bagian dari satu
ekosistem  ekonomi.
Pendekatan itu dinilai
sesuai dengan struk-
tur ekonomi Buton
Selatan yang masih
memiliki  keterkaitan
kuat dengan pertanian,
kehutanan, dan peri-
kanan.

Basiran menekank-
an, kekayaan alam ti-
dak semestinya dinilai
semata dari volume
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Pipa Air RSUD Buton Tengah Dirusak, Bupati
Azhari Minta APH Usut Pelakunya, Kontraktor
Belum Bayar Subkontraktor

cara bersyarat karena masih terdapat
sejumlah pekerjaan minor yang harus
diselesaikan kontraktor selama masa
pemeliharaan.

Azhari mengatakan, posisi pemer-
intah daerah dalam pelaksanaan proyek
tersebut berbeda dengan pihak kon-
traktor dan subkontraktor yang memi-
liki hubungan kontraktual langsung.
Pemerintah, kata dia, berkepentingan
memastikan pembangunan rumah sakit
dapat segera dimanfaatkan masyarakat
sebagai bagian dari program pening-
katan kesehatan warga Buton Tengah.
“Selesainya dan bisa dioperasikannya
RSUD jelas itu hal baik,” kata Azhari
melalui media sosial pribadinya.

Persoalan  kemudian = mencuat
setelah sejumlah subkontraktor men-
gaku belum menerima pembayaran
dari kontraktor utama. Menurut Azhari,
kontraktor tersebut telah menerima
pembayaran hingga sekitar 95 persen
dari nilai pekerjaan, sedangkan sisa
5 persen masih ditahan pemerintah
sebagai jaminan sesuai ketentuan. la
menilai tuntutan pembayaran tidak se-
harusnya diarahkan kepada bangunan
RSUD yang merupakan aset negara.

Sebelumnya, aksi protes disebut
telah disertai vandalisme berupa core-
tan pada gedung serta penggembokan
pintu RSUD. Azhari menyebut ma-
najemen rumah sakit saat itu belum
melaporkan kejadian tersebut kepada
aparat penegak hukum karena gedung
belum digunakan. Situasi kemudian di-

tangani melalui kedatangan Dan-
dim bersama pemerintah daerah
dan Polres untuk mengajak para
pendemo membuka gembok serta
membersihkan coretan.

Setelah  pertemuan dilaku-
kan, para subkontraktor dise-
but mendapat janji pembayaran
dari kontraktor utama. Namun,
menurut laporan yang diterima
Azhari dari manajemen RSUD,
persoalan kembali terjadi dengan
dugaan perusakan pipa saluran air
hingga menyebabkan aliran air di
gedung rumah sakit terganggu.
Azhari kemudian meminta Di-
rektur RSUD melaporkan dugaan
perusakan tersebut kepada aparat
penegak hukum.

Ia juga mempertanyakan pen-
gamanan ketika aksi berlangsung.
Azhari mengaku menanyakan ke-
pada Satuan Polisi Pamong Praja
apakah terdapat pemberitahuan
mengenai demonstrasi tersebut.
a€,eSaya izinkan bahkan perin-
tahkan Direktur RSUD buat lapo-
ran perusakan oleh oknum terse-
but, A€ ujarnya. la menegaskan,
pemerintah daerah tidak memili-
ki hubungan kontraktual dengan
para subkontraktor karena hubun-
gan pekerjaan mereka berada den-
gan kontraktor utama.

Persoalan sengketa pemba-
yaran proyek konstruksi sendiri
bukan hal baru dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Da-

lam praktik pembangunan in-
frastruktur, hubungan kontrak-
tual berlapis antara pemilik
pekerjaan, kontraktor utama,
dan subkontraktor dapat me-
nimbulkan sengketa pemba-
yaran apabila kewajiban salah
satu pihak tidak dipenuhi.
Karena itu, penyelesaian
sengketa semestinya ditempuh
melalui mekanisme hukum
dan kontraktual, bukan dengan
merusak fasilitas publik. Se-
cara internasional, perlindun-
gan fasilitas kesehatan bahkan
telah menjadi prinsip penting
dalam hukum humaniter, yang
menempatkan rumah sakit se-
bagai fasilitas yang harus di-
hormati dan dilindungi dalam
konflik bersenjata.

Azhari meminta aparat
penegak hukum memeriksa
seluruh pihak yang berkaitan
dengan persoalan tersebut dan
menindak siapa pun yang ter-
bukti bersalah sesuai aturan.
“Tidak boleh fasilitas umum,
apalagi fasilitas kesehatan,
diganggu begitu,”katanya. la
menegaskan ~ pembangunan
RSUD merupakan bagian dari
program utama pemerintah
untuk masyarakat Buton Ten-
gah sehingga tidak semestin-
ya tercoreng akibat persoalan
antara kontraktor dan subkon-
traktor.(*)

Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan, Dishub Buton
Selatan Benahi Standar Kapal

ran memastikan dokumen kapal leng-
kap, kondisi kapal laik operasi, serta
nakhoda memiliki keahlian dan sertifi-
kasi yang dipersyaratkan.

Penegasan itu disampaikan Kepala
Dinas Perhubungan Buton Selatan, LM
llmayang Amli, SH., dalam Sosialisa-
si Keselamatan Pelayaran yang diikuti
nelayan, pemilik kapal tradisional, dan
pelaku angkutan perairan di wilayah
Buton Selatan. Kegiatan tersebut men-
jadi bagian dari upaya pemerintah
meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai risiko pelayaran sekaligus
memastikan aktivitas transportasi laut
berlangsung sesuai ketentuan.

Ilmayang mengatakan kecelakaan
kapal yang pernah terjadi menjadi pe-
lajaran penting bagi pemerintah dan
masyarakat. Setelah kejadian itu, Di-
shub Buton Selatan berkoordinasi den-
gan KSOP Kota Baubau dan instansi
terkait, termasuk turun ke lokasi serta
berdialog dengan masyarakat. “Kejad-
ian itu menjadi titik permen bagi kita
semua bahwa keselamatan pelayaran
adalah tanggung jawab kita bersama,”
katanya.

Menurut dia, persoalan keselamatan
tidak hanya berkaitan dengan kondisi
fisik kapal. Kelengkapan administrasi
dan kemampuan orang yang mengop-
erasikan kapal juga menentukan ting-
kat perlindungan terhadap penumpang
maupun awak kapal. “Dokumen kapal
harus lengkap, kapal harus memenuhi
syarat laik operasi, dan operator kapal
atau nakhoda harus memiliki keahlian
dan sertifikasi yang memadai,” ujar Il-
mayang.

Ia mengingatkan, aspek administra-

si tidak boleh dipandang sebagai
formalitas. Dalam kecelakaan
sebelumnya, kata dia, terdapat
persoalan dokumen kapal dan
kelayakan yang belum maksi-
mal sehingga masyarakat yang
terdampak tidak memperoleh
santunan, termasuk dari asuran-
si. Kondisi tersebut menunjuk-
kan bahwa kepatuhan terhadap
persyaratan pelayaran berkaitan
langsung dengan perlindungan
masyarakat ketika risiko ke-
celakaan terjadi.

Secara nasional, keselamatan
pelayaran telah lama menjadi
bagian dari kerangka hukum
transportasi  laut  Indonesia.
Pengaturannya antara lain ter-
cantum dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan Perairan, Undang-Un-
dang Nomor 74 Tahun 2021 ten-
tang Pemberdayaan Angkutan
Laut, serta Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 20 Tahun
2010 tentang Jaringan Trayek
Angkutan Penyeberangan.
Kerangka regulasi tersebut me-
nempatkan keselamatan sebagai
bagian penting dalam penye-
lenggaraan pelayaran.

Secara historis, perhatian
terhadap keselamatan pelayaran
juga menjadi agenda penting
dunia. Sejumlah kecelakaan
maritim besar, termasuk teng-
gelamnya RMS Titanic pada
1912, mendorong pembenahan

standar keselamatan pelayaran
internasional. Salah satu tong-
gak pentingnya adalah lahirnya
International Convention for the
Safety of Life at Sea (SOLAS),
yang menjadi salah satu instru-
men utama keselamatan kapal
dan pelayaran internasional. Pen-
galaman tersebut menunjukkan
bahwa kecelakaan laut kerap
menjadi momentum untuk mem-
perkuat standar keselamatan.

Ilmayang menegaskan so-
sialisasi di Buton Selatan bukan
sekadar kegiatan penyampaian
aturan, tetapi diarahkan untuk
mencegah terulangnya persoalan
yang sama sekaligus memberi-
kan perlindungan kepada mas-
yarakat. “Saya tidak mau warga
saya, masyarakat Buton Selatan,
mengalami peristiwa yang sama.
Saya mau kita punya dokumen
yang lengkap, kapal yang layak,
dan perlindungan yang mema-
dai,” tegasnya.

Ia pun meminta peserta me-
manfaatkan forum tersebut un-
tuk memahami ketentuan kese-
lamatan serta aktif berkonsultasi
dengan narasumber dari KSOP
dan instansi terkait. *“ Jangan ragu
bertanya, karena keselamatan
Bapak Ibu sekalian adalah prior-
itas utama kami,” kata I[lmayang.
Pemerintah berharap kepatuhan
terhadap dokumen, kelayakan
kapal, dan kompetensi nakhoda
dapat menjadi kebiasaan dalam
aktivitas pelayaran masyarakat
Buton Selatan.(*)

Forum Ekonomi Regional, Buton Selatan Tawarkan
Model Ekonomi Berbasis Ekoteologi

BAUBAU POST

produksi atau besarnya nilai ekonomi.
Pemanfaatannya harus menghasilkan
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat
sekaligus menjaga sumber penghidupan
agar tetap tersedia bagi generasi berikut-
nya. “Sumber daya alam bukan sekadar
kekayaan. Ia adalah anugerah sekaligus
amanah,” ujar Basiran.

Dalam konteks kelautan, Pemkab Bu-
ton Selatan mendorong perubahan ori-
entasi dari sekadar meningkatkan jum-
lah tangkapan menuju penguatan nilai
tambah. Rantai ekonomi perlu dibangun
dari nelayan, tempat pelelangan ikan,
fasilitas rantai dingin, industri pengo-
lahan, pengemasan hingga pemasaran.

Dengan demikian, pendapatan
nelayan dapat ditingkatkan tan-
pa harus terus-menerus menam-
bah tekanan terhadap sumber
daya ikan. “Laut bukan halaman
belakang Buton Selatan. Laut
adalah halaman depan pemban-
gunan Buton Selatan,” kata Ba-
siran.

Gagasan serupa diterapkan
pada pengelolaan Aspal Buton
dan sumber daya mineral lainn-
ya. Menurut Basiran, persoalan
pertambangan tidak cukup di-
pandang dalam pilihan menam-
bang atau tidak menambang,

tetapi bagaimana peman-
faatannya menghasilkan hilir-
isasi, industri, lapangan kerja,
nilai tambah, reklamasi, dan
pemulihan lingkungan. “Kita
tidak ingin bahan mentah
keluar dari daerah, nilai tam-
bah dinikmati di tempat lain,
lapangan pekerjaan tercipta di
tempat lain, sementara yang
tertinggal di daerah justru per-
soalan lingkungan,” ujarnya.
Untuk memastikan pemba-
ngunan tidak mengorbankan
lingkungan, pemerintah daerah
juga dinilai perlu memperkuat

( Selasa, 01 September 2026

Wasuemba EXO 2026 Dibuka, Buton dan
Sultra Bidik Wisata Berkelas Dunia

pengembangan Wasuemba, terma-
suk melalui dukungan pengangga-
ran. Menurut dia, potensi wisata yang
dimiliki desa tersebut harus diolah
agar memberikan manfaat langsung
terhadap perekonomian masyarakat.
“Kegiatan ini sangat baik dan tentu
kami akan terus mendukung. Memang
Wasuemba memiliki potensi pariwisa-
ta yang harus kita kembangkan. Pe-
merintah Kabupaten Buton akan terus
memberikan dukungan, termasuk da-
lam penganggaran,” kata Alvin.

Dukungan pemerintah daerah terse-
but sejalan dengan kecenderungan
pengembangan pariwisata dunia yang
semakin menempatkan masyarakat lo-
kal sebagai bagian penting dari desti-
nasi. UN Tourism sejak meluncurkan
program Best Tourism Villages pada
2021 mendorong desa-desa di berbagai
negara menjadikan pariwisata sebagai
instrumen pembangunan perdesaan,
pelestarian budaya, serta peningka-
tan kesejahteraan masyarakat. Hingga
2025, jaringan tersebut telah berkem-
bang menjadi 319 destinasi perdesaan.

Indonesia juga telah memperoleh
pengakuan dalam skema tersebut.
Pada 2024, Desa Wisata Jatiluwih
di Bali dan Wukirsari di Yogyakarta
masuk dalam Best Tourism Villages.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa
kekayaan budaya dan kehidupan mas-
yarakat dapat menjadi kekuatan pari-
wisata apabila dikelola dengan prinsip
keberlanjutan.

Hugua meminta Wasuemba EXO
tidak berhenti sebagai agenda sere-
monial, tetapi dikembangkan secara
berkelanjutan untuk memperkenalkan
identitas daerah ke pasar wisata in-

ternasional. “Wasuemba EXO 2026 ke
depannya mari terus kita kembangkan
dan perkenalkan kepada mancanegara,
sehingga dapat diketahui bukan hanya
di tingkat nasional tetapi juga di negara
lain, baik adat, budaya maupun pariwisa-
tanya,” ujarnya.

Menurut Hugua, pelestarian adat dan
kearifan lokal memiliki arti penting di
tengah perubahan zaman. Kekayaan bu-
daya dan tradisi maritim Buton dinilai
bukan hanya warisan masa lalu, melain-
kan aset yang dapat memperkuat identi-
tas daerah sekaligus menjadi daya tarik
wisata apabila diperkenalkan dan dikelo-
la secara tepat.

Penyelenggaraan Wasuemba EXO
2026 juga diarahkan untuk memperke-
nalkan produk ekonomi kreatif warga
bersama kekayaan budaya dan tradisi
maritim kepada wisatawan nasional
maupun mancanegara. Pendekatan terse-
but sejalan dengan prinsip pariwisata
perdesaan UN Tourism yang menekank-
an pelestarian sumber daya budaya dan
alam, keterlibatan masyarakat, keber-
lanjutan ekonomi, serta penguatan tata
kelola dan rantai nilai pariwisata.

Pembukaan kegiatan dihadiri Sek-
retaris Daerah Kabupaten Buton La Ode
Syamsudin, S.Pd., M.Si., Kepala Dinas
Pariwisata Sulawesi Tenggara Dr. M.
Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., jajaran
Forkopimda, para kepala OPD, serta
masyarakat setempat. Pemerintah Ka-
bupaten Buton dan Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tenggara berharap sinergi
tersebut dapat menjadikan Wasuemba
sebagai destinasi berbasis masyarakat
yang mampu menjaga budaya sekaligus
membuka sumber pertumbuhan ekonomi
baru bagi warga.(*)

KONTEMPLASI MAULID NABI MUHAMMAD
SAW DENGAN DUNIA PENDIDIKAN
KHUSUSNYA DENGAN PEMBELAJARAN DI SD.

ir bukan hanya untuk menyampaikan
pengetahuan tetapi untuk membentuk
manusia. Beliau mengajarkan ilmu
dengan keteladanan, kelembutan, ke-
sabaran, kasih sayang, dan penghor-
matan terhadap martabat manusia.
Karena itu ketika kita berbicara ten-
tang pendidikan dasar, sesungguhnya
kita sedang berbicara tentang sebuah
proses yang sangat dekat dengan misi
kenabian: “Membentuk manusia yang
berilmu sekaligua berakhlak™.

Di ruang kelas SD, seorang guru
tidak hanya berhadapan dengan buku,
kurikulum, assesment, dan capaian
pembelajaran tetapi guru juga berha-
dapan dengan jiwa- jiwa yang sedang
tumbuh. Ada anak yang datang den-
gan rasa ingin tahu, ada yang datang
dengan luka, ada yang membutuhkan
perhatian, dan ada pula yang belum
menemukan kepercayaan terhadap
diri sendiri. Maka pembelajaran yang
terinspirasi dari keteladanan Rasu-
lullah SAW bukanlah pembelajaran
yang hanya mengejar anak pintar, teta-
pi pembelajaran yang menghadirkan
anak yg beriman, berakhlak mulia,
berpikir kritis, mampu bekerjasama,
menghargai sesama, dan memiliki ke-
beranian dan terus belajar. Rasulullah
SAW mengajarkan bahwa manusia ti-
dak boleh diperlakukan sebagai objek.
Dalam pendidikan prestasi anak bukan
sekedar angka dalam rapor, bukan se-
kedar peringkat, bukan pula sekedar
capaian akademik. Setiap anak adalah
amanah dengan potensi dan keunikan
yang berbeda. Karena itu maulid nabi
Muhammad SAW seharusnya menga-
jak kita melakukan refleksi :

- Apakah pembelajaran yang diber-
ikan sdh membuat murid merasa di-
hargai?

- Apakah kecanggihan teknologi yg
kita hadirkan semakin memanusiakan
pendidikan, atau justru membuat
hubungan guru dan murid semakin
berjarak?

Dengan transformasi digital dan had-
irnya kecerdasan buatan, pertanyaan
tersebut semakin penting. Teknologi
dapat membantu manusia menemukan
informasi, tetapi teknologi tidak dapat
menggantikan keteladanan seorang guru
yang hadir dengan hati. Al dapat meng-
hasilkan jawaban, tetapi pendidikan
tetap membutuhkan manusia yg menga-
jarkan makna empati, tanggung jawab,
dan akhlak. Semakin maju teknologi, se-
makin penting pendidikan karakter dan
keteladanan manusia.

Guru masa kini boleh menggunakan
smart board, platform digital, kecerdasan
buatan, dan berbagai inovasi pembela-
jaran. Namun dibalik semua itu harus
tetap ada nilai yang tidak boleh hilang:
RAHMA. Anak harus merasakan bahwa
sekolah adalah tempat yang aman untuk
bertanya, tempat yang menyenangkan
utk belajar, dan tempat yang menumbuh-
kan keyakinan bahwa dirinya berharga.
Sebab boleh jadi suatu hari nanti murid
lupa materi pelajaran yang kita sam-
paikan, ia mungkin lupa rumus, definisi,
bahkan sebagian besar isi buku, tetapi
ia akan mengingat bagaimana gurunya
memperlakukannya.

Semoga dari setiap ruang kelas lahir
generasi yg tidak hanya cerdas pikirann-
ya, tetapi juga lembut hatinya, tdk hanya
tinggi pengetahuannya, tetapi juga luhur
akhlaknya, tdk hanya mampu menguasai
teknologi, tetapi mampu menggunakan
teknologi untuk kemaslahatan manusia.

Maulid Nabi adalah ajakan untuk
kembali bercermin bukan hanya ber-
tanya, “Seberapa banyak kita mengenal
Rasulullah SAW? “, tetapi lebih kepada
“ Seberapa jauh keteladanan Rasulullah
SAW telah hidup dalam cara kita mendi-
dik anak- anak? .

Semoga setiap guru menjadi caha-
ya bagi murid-muridnya, setiap seko-
lah menjadi ruang tumbuh yang penuh
ramah, dan setiap proses pembelajaran
menjadi jalan utk melahirkan generasi
yg cerdas berakhlak mulia(*)

data dasar mengenai mangrove, terum-
bu karang, dan padang lamun. Basiran
menilai inventarisasi dan pengukuran
kondisi lingkungan merupakan fondasi
penting sebelum pemerintah menen-
tukan arah pemanfaatan sumber daya
alam. Pendekatan tersebut sejalan den-
gan perkembangan kebijakan lingkun-
gan global sejak Konferensi Stockholm
1972, yang menempatkan lingkungan
hidup sebagai bagian penting dalam

agenda pembangunan internasional,
hingga konsep pembangunan berke-
lanjutan yang mengemuka dalam KTT
Bumi Rio de Janeiro 1992.

Pemkab Buton Selatan selanjutnya
mendorong agar ekoteologi tidak ber-
henti sebagai gagasan dalam forum
akademik atau diskusi pembangunan.
Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke
dalam RPJMD, RKPD, APBD, tata
ruang, kebijakan investasi, perizinan,
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Panglima Jilah Temui Prabowo,
Karhutla Kalbar dan Kabut Asap Jadi
Sorotan

Es-s e [
Gy

=

Presiden Prabowo Subianto memanggil Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule
Rajakng (TBBR) Panglima Jilah ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-
Penanganan keba-
karan  hutan  dan
lahan (karhutla) di Ka-
limantan Barat menja-
di salah satu persoalan
yang dibawa Pemi-
mpin Besar Pasukan
Merah Tariu Borneo

Bangkule Rajakng
(TBBR), Panglima
Jilah, saat memenuhi
panggilan  Presiden

Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan,
Jakarta Pusat, Jumat
(28/8). Selain mem-
bahas kondisi keba-
karan, Panglima Jilah
juga  menyampaikan
kebutuhan masyarakat
terdampak, termasuk
dukungan  personel
untuk penanganan di
lapangan.

Persoalan tersebut
mendapat  perhatian
karena Kalimantan
Barat saat ini tercatat
sebagai provinsi den-
gan luasan karhutla
terbesar di Indone-
sia. Berdasarkan data
Badan Nasional Pen-
anggulangan Bencana
(BNPB) per Minggu
(23/8), luas karhutla
secara nasional men-
capai 72.798 hektare,
dengan  Kalimantan
Barat menyumbang
38.310 hektare.

Setelah Kalimantan
Barat, wilayah dengan
luasan karhutla terbe-
sar adalah Riau sebe-
sar 16.249,24 hektare
dan Kalimantan Sela-
tan 8.019,62 hektare.
Selanjutnya, Kaliman-
tan Tengah mencatat
7.634,46 hektare, Su-
matra Selatan 1.926,23
hektare, dan Jambi
sekitar 658,29 hektare.

Besarnya  luasan
kebakaran tersebut
membuat penanganan
di Kalimantan Barat
tidak hanya men-
gandalkan  pemerin-
tah daerah. TNI telah
mengerahkan tiga sat-
uan untuk diperban-
tukan kepada Kodam

XII/Tanjungpura da-
lam menangani kar-
hutla di wilayah terse-
but.

Tiga satuan yang
dikerahkan ialah Yonif
TP 538/V/Brawi-
jaya, Yonif TP 542/V/
Brawijaya, dan Yonif
TP 839/111/Siliwangi.
Ketiganya merupakan
Batalyon Teritorial
Pembangunan  yang
diperbantukan untuk
memperkuat penanga-
nan kebakaran di lapa-
ngan.

Dalam pertemuan
dengan Presiden, Pan-
glima Jilah menga-
takan pihaknya telah
melakukan pendataan
terhadap warga yang
terdampak  karhutla
di wilayahnya. Hasil
pendataan itu menjadi
salah satu bahan ma-
sukan yang hendak
disampaikan kepada
pemerintah, khususn-
ya terkait kebutuhan
personel.

“Saya  dipanggil
Bapak (Presiden) da-
lam rangka silaturah-
mi kenegaraan,” kata
Panglima Jilah saat
ditemui sebelum per-
temuan.

Panglima Jilah tiba
di kompleks Istana
sekitar pukul 16.00
WIB setelah datang
dari Kalimantan Barat
bersama timnya. Ia
menyebut pembaha-
san mengenai karhut-
la menjadi salah satu
agenda yang akan dis-
ampaikan dalam per-
temuan dengan Pra-
bowo.

“Poin-poinnya saja,
pembahasan (soal)
Karhutla,” ujarnya.

Meski menjadi
wilayah dengan lua-
san kebakaran terbe-
sar berdasarkan data
BNPB tersebut, Pan-
glima Jilah menilai
kondisi kebakaran di
wilayahnya belum
tergolong sangat par-
ah. Menurut dia, per-
soalan yang paling

dirasakan masyarakat
justru berasal dari ka-
but asap yang muncul
akibat kebakaran.

Kabut asap, kata
dia, menjadi perhatian
karena dapat meng-
ganggu aktivitas dan
kesehatan warga.
Kelompok anak-anak
menjadi salah satu pi-
hak yang dinilai pal-
ing rentan terhadap
dampak asap akibat
karhutla.

“Ya,  sebenarnya
enggak parah sebera-
pa, cuma kabut itu kan
mengganggu sekali ya,
terutama untuk anak-
anak kecil itu (ter-
ganggu) kesehatan, itu
saja,” katanya.

Persoalan karhutla
dan kabut asap bukan
fenomena baru bagi
Indonesia maupun ka-
wasan Asia Tengga-
ra. Salah satu episode
terburuk terjadi pada
19974€“1998 keti-
ka kekeringan yang
dipengaruhi fenomena
El NiA+o memperpar-
ah kebakaran di berb-
agai wilayah Indone-
sia. NASA mencatat
kebakaran pada peri-
ode tersebut menim-
bulkan asap tebal yang
menyelimuti Indone-
sia dan sebagian ka-
wasan Asia Tenggara.

Catatan Bank Dun-
ia menunjukkan ke-
bakaran 1997a€“1998
membakar hampir 10
juta hektare lahan di
Indonesia dan menye-
babkan sekitar 20 juta
orang di Asia Teng-
gara terpapar polusi
udara. Dampaknya
tidak hanya berupa
kerusakan lingkungan,
tetapi juga menimbul-
kan kerugian ekonomi
serta gangguan kese-
hatan lintas negara.

Dari  perspektif
internasional, kabut
asap Indonesia pada

akhir 1990-an juga
menjadi salah satu
contoh kuat bah-
wa karhutla dapat
berkembang menja-
di persoalan lintas
batas. Penelitian dan
pemantauan satelit
NASA menunjukkan
asap dari kebakaran
Indonesia pada 1997
bergerak hingga ka-
wasan Asia Tenggara
dan Samudra Hindia.

Pengalaman terse-
but memperlihatkan
bahwa penanganan
karhutla tidak cuk-
up hanya dilakukan
setelah api membe-
sar. Faktor kekerin-
gan, kondisi lahan
gambut,  aktivitas
pembukaan lah-
an, serta pola cuaca
menjadi bagian
dari persoalan yang
membuat kebakaran
dapat meluas dan
menghasilkan kabut
asap dalam jumlah
besar. NASA men-
catat lahan gambut
yang mengering leb-
ith mudah terbakar
dan  menghasilkan
asap pekat sehingga
kebakaran lebih sulit

dikendalikan.
Dengan  kondisi
Kalimantan  Barat

yang saat ini men-
catat luasan karhutla
terbesar, penguatan
personel dan penan-
ganan dampak kabut
asap menjadi bagian
penting dalam upaya
pemerintah menekan
risiko terhadap mas-
yarakat. Pertemuan
Panglima Jilah den-
gan Presiden Pra-
bowo menjadi salah
satu  saluran un-
tuk menyampaikan
kondisi masyarakat
di tingkat lapangan
sekaligus  kebutu-
han dukungan dalam
menghadapi karhut-

la.(*)
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PPHN Mengarah ke TAP MPR, Prabowo
Dorong Perubahan Konstitusi Terbatas
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JAKARTA, BP- Presiden Pra-
bowo Subianto  mengingink-
an Pokok-Pokok Haluan Negara
(PPHN) dituangkan melalui Keteta-
pan  Majelis Permusyawaratan
Rakyat (TAP MPR). Pilihan itu
kini mengemuka dalam pemba-
hasan MPR setelah dua alternat-
if sebelumnya, yakni amendemen
Undang-Undang Dasar (UUD) dan
pengaturan melalui undang-undang.

Keinginan Presiden tersebut di-
ungkapkan Ketua MPR RI Ahmad
Muzani saat memberikan keteran-
gan kepada wartawan di kompleks
Widya Chandra, Jakarta, Jumat
(28/8). Menurut Muzani, pandan-
gan Prabowo disampaikan dalam
pembicaraan mengenai rancangan
PPHN yang telah disusun MPR.

“Presiden ketika itu menyam-
paikan pandangan kepada kami
bahwa karena ini adalah draf yang
disusun oleh MPR, sebaiknya dis-
usun dalam bentuk TAP MPR,” kata
Muzani.

Muzani mengatakan penga-
turan PPHN melalui TAP MPR
memiliki persoalan konstitusional
yang harus terlebih dahulu disele-
saikan. Setelah amendemen UUD
pada 2002, kewenangan MPR un-
tuk mengeluarkan TAP mengalami
pembatasan sehingga diperlukan
perubahan konstitusi apabila opsi
tersebut hendak diwujudkan.

Dengan demikian, pilihan TAP
MPR berpotensi berujung pada
amendemen UUD secara terba-
tas. Langkah itu diperlukan untuk
memberikan dasar konstitusional
bagi MPR apabila nantinya diberi
kewenangan yang diperlukan un-
tuk menetapkan PPHN melalui TAP
MPR.

Di sisi lain, alternatif pengaturan
PPHN melalui undang-undang juga
memiliki konsekuensi kelembagaan.
Muzani menjelaskan, pembentukan
undang-undang merupakan wilayah
pemerintah atau Presiden bersama
DPR. Karena itu, mekanisme terse-
but berbeda dengan gagasan menja-
dikan PPHN sebagai produk MPR.

Pembahasan mengenai PPHN
sendiri berkaitan dengan kebutuhan
menghadirkan arah pembangunan
nasional yang tidak berhenti pada
satu periode pemerintahan. Konsep
tersebut diharapkan dapat menjadi
acuan pembangunan yang melam-
paui batas masa jabatan seorang
presiden.

“Meskipun ini adalah rancangan
yang bersifat final, kami tetap mem-
buka diri kepada masyarakat karena
kami merasa bahwa pandangan dan
pikiran masyarakat harus tetap kami
dengarkan setelah ini sudah menja-
di draf yang utuh menurut kami,”
ujar Muzani.

Sikap membuka ruang partisipasi
publik tersebut menunjukkan bahwa
MPR belum menutup seluruh taha-
pan pembahasan. MPR masih akan
menyediakan forum untuk menyer-
ap pandangan masyarakat sebelum
menentukan langkah lanjutan ter-
kait rancangan PPHN dan pilihan
instrumen hukumnya.

Secara historis, gagasan men-
genai haluan negara memiliki akar
kuat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sebelum era Reformasi.

MPR pada masa lalu memiliki ke-
wenangan menetapkan Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN)
melalui TAP MPR. GBHN menjadi
pedoman penyelenggaraan pemban-
gunan nasional sebelum perubahan
UUD 1945 mengubah struktur ke-
wenangan ketatanegaraan.

Perubahan UUD 1945 pada
19994€°2002 kemudian mengakhi-
ri praktik GBHN sebagai pedoman
pembangunan yang ditetapkan
MPR. Setelah perubahan konsti-
tusi, presiden memperoleh mandat
langsung dari rakyat melalui pemi-
lihan umum, sementara sistem pe-
rencanaan pembangunan nasion-
al berkembang melalui instrumen
peraturan perundang-undangan dan
dokumen perencanaan pembangu-
nan.

Gagasan menghadirkan kemba-
li PPHN muncul dalam dinamika
ketatanegaraan setelah Reformasi
sebagai upaya mencari kesinambun-
gan pembangunan nasional. Perde-
batan mengenai bentuk hukumnya
kemudian berkaitan erat dengan
persoalan kewenangan MPR dan
kemungkinan perubahan terbatas
terhadap UUD.

Dalam konteks internasional,
kebutuhan terhadap arah pemban-
gunan jangka panjang bukan hanya
menjadi isu Indonesia. Sejumlah
negara menggunakan dokumen atau
kerangka pembangunan jangka pan-
jang sebagai instrumen untuk men-
jaga kesinambungan kebijakan keti-
ka terjadi pergantian pemerintahan.
Praktik tersebut menunjukkan bah-
wa kesinambungan pembangunan
merupakan persoalan yang juga
dihadapi berbagai sistem politik,
meskipun mekanisme konstitusion-
al yang digunakan berbeda-beda.

Muzani menegaskan bahwa
PPHN tidak seharusnya dipahami
sebagai konsep yang hanya berlaku
untuk satu pemerintahan. Menurut
dia, cakupan PPHN melampaui ba-
tas kepresidenan sehingga pemben-
tukannya membutuhkan pertimban-
gan yang lebih luas.

“PPHN adalah konsep yang
melewati batas kepresidenan,” kata
Muzani.

Karena itu, MPR kini mengha-
dapi dua persoalan sekaligus, yak-
ni menentukan bentuk hukum yang
paling tepat dan memastikan pilihan
tersebut memiliki landasan kon-
stitusional. Jika TAP MPR dipilih,
amendemen terbatas UUD menja-
di konsekuensi yang harus diper-
hitungkan.

Pada saat yang sama, MPR masih
membuka ruang bagi masyarakat
untuk memberikan pandangan terh-
adap rancangan yang telah disusun.
Aspirasi publik akan menjadi ba-
gian dari proses sebelum keputusan
mengenai mekanisme pengaturan
PPHN ditentukan lebih lanjut.

Dengan perkembangan tersebut,
pembahasan PPHN memasuki fase
penting dalam agenda ketatanega-
raan. Keinginan Presiden Prabowo
agar PPHN diatur melalui TAP MPR
memberikan arah baru terhadap pili-
han instrumen hukum, tetapi pelak-
sanaannya tetap bergantung pada
penyelesaian persoalan kewenangan
MPR dalam kerangka UUD hasil
amendemen.(A4/wan)
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Gubernur Sultra ASR Ajukan
Perubahan Anggaran 2026, Belanja

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara men-
gusulkan perubahan struktur an-
ggaran 2026 dengan kenaikan
belanja daerah Rp373,250 miliar.
Usulan itu disampaikan Gubernur
Sultra Andi Sumangerukka saat
menyerahkan Rancangan Peruba-
han Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Perubahan Prioritas
serta Plafon Anggaran Sementa-
ra (PPAS) kepada DPRD Sultra,
Rabu (26/8/2026) malam.

Dalam rancangan tersebut, be-
lanja daerah berubah dari Rp4,075
triliun menjadi Rp4,448 triliun.
Nilai itu meningkat 9,16 persen
dan menjadi salah satu perubahan
utama dalam penyesuaian APBD
Sultra Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan dokumen ber-
langsung dalam rapat paripurna
DPRD Sultra di Ruang Paripurna
Gedung A Sekretariat DPRD Sul-
tra, Kendari. Dokumen tersebut
menjadi bagian dari tahapan pem-
bahasan menuju penyusunan Ran-
cangan APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2026.

Kenaikan belanja dilakukan
ketika pemerintah daerah juga
mencatat peningkatan pendapatan.
Pendapatan Sultra yang sebelum-
nya ditargetkan Rp4,060 triliun
naik menjadi Rp4,268 triliun atau
bertambah Rp207,579 miliar, se-
tara 5,11 persen.

Tambahan pendapatan itu an-
tara lain berasal dari Pajak Rokok
Tahun 2025 yang baru ditransfer
pada 2026 sebesar Rp153,359 mil-
iar. Pemerintah daerah juga men-
catat tambahan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisah-
kan Rp20 miliar serta Dana Bagi
Hasil sumber daya alam mineral
Rp49,696 miliar.

Selain itu, terdapat hibah dari
pemerintah pusat sebesar Rp2
miliar dan hibah dari Jasa Raharja
Rp579 juta. Sementara dari sisi
pembiayaan, penerimaan mening-
kat dari Rp69,731 miliar menjadi
Rp235,402 miliar atau bertambah
Rp165,671 miliar yang bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Ang-
garan (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan ti-
dak mengalami perubahan, tetap
Rp54,790 miliar. Dana tersebut di-
gunakan untuk pembayaran pokok
utang kepada PT Sarana Multi In-
frastruktur (SMI).

Menurut Andi Sumangerukka,
perubahan anggaran diperlukan
untuk menyesuaikan kebijakan
fiskal daerah dengan perkemban-
gan ekonomi nasional dan peru-
bahan penerimaan serta belanja
negara. Penyesuaian itu sekaligus
dimaksudkan untuk mempertajam
pencapaian target pembangunan
nasional di Sulawesi Tenggara.

Capai Rp4,448 Triliun

“Perubahan anggaran di Ta-
hun 2026 diharapkan dapat
fokus pada penyelesaian kebutu-
han dasar masyarakat kita,” kata
Andi Sumangerukka.

Kebutuhan penajaman angga-
ran juga berkaitan dengan kondi-
si ekonomi daerah. Pada Triwu-
lan I 2026, perekonomian Sultra
tumbuh 6,23 persen. Pertumbu-
han tersebut antara lain ditopang
sektor akomodasi dan makan mi-
num yang tumbuh 20,14 persen
serta Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) sebesar 16,95
persen.

Meski pertumbuhan ekonomi
positif, tekanan harga masih
menjadi perhatian pemerintah.
Inflasi Sultra sempat menca-
pai 5,41 persen pada Februari
2026, kemudian turun menjadi
2,98 persen pada April, sebelum
kembali meningkat menjadi 4,68
persen pada Juni. Pemerintah
menilai kondisi tersebut mem-
butuhkan penguatan stabilisasi
pasokan pangan, efisiensi dis-
tribusi, dan koordinasi antara
pemerintah daerah, TPID, serta
Bank Indonesia.

Arah perubahan anggaran
kemudian ditempatkan pada se-
jumlah sektor prioritas dalam
pembangunan daerah, yakni pen-
didikan, kesehatan, infrastruktur,
dan ketahanan pangan berbasis
agromaritim. Kebijakan tersebut
diselaraskan dengan tema RKPD
Perubahan Sultra 2026, yaitu
“Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat’.

Secara historis, penyesuaian
APBD di tengah tahun mer-
upakan bagian dari mekanisme
pengelolaan keuangan daerah
yang telah berkembang dalam
sistem desentralisasi fiskal In-
donesia. Setelah era reformasi,
pengelolaan keuangan daerah
memperoleh kerangka yang leb-
ih sistematis melalui berbagai
regulasi mengenai pemerintah-
an daerah dan keuangan negara.
Mekanisme perubahan APBD
kemudian menjadi instrumen un-
tuk merespons perubahan asum-
si ekonomi, penerimaan, belanja,
serta kebutuhan pembangunan
yang tidak sepenuhnya dapat
diproyeksikan pada awal tahun
anggaran.

Dalam konteks yang lebih
luas, praktik penyesuaian ang-
garan juga bukan fenomena khas
Indonesia. Pemerintah di berb-
agai negara melakukan revisi an-
ggaran ketika terjadi perubahan
kondisi ekonomi, penerimaan
negara, inflasi, maupun kebutu-
han pembiayaan. Krisis keuan-
gan global 2008 dan pandemi
Covid-19 sejak 2020, misalnya,
menunjukkan bagaimana pe-
merintah di banyak negara harus

mengubah prioritas belanja
untuk menjaga layanan pub-
lik dan merespons guncan-
gan ekonomi.

Di Sultra, struktur
ekonomi masih bertumpu
pada pertanian, kehutan-
an dan perikanan, pertam-
bangan, serta perdagangan.
Karena itu, pemerintah daer-
ah mengarahkan perubahan
anggaran agar tidak sekadar
menyesuaikan angka fiskal,
tetapi juga menopang agen-
da pembangunan yang ber-
kaitan langsung dengan ke-
butuhan masyarakat.

Gubernur meminta
DPRD Sultra melakukan
pendalaman terhadap sub-
stansi perubahan KUA-
PPAS sebelum mencapai
kesepakatan bersama. Tim
Anggaran Pemerintah Daer-
ah (TAPD) dan seluruh
perangkat daerah juga di-
minta mengikuti  proses
pembahasan secara cermat
karena waktu pelaksanaan
program perubahan angga-
ran relatif terbatas.

“Kita perlu memastikan
setiap perubahan kebijakan
anggaran benar-benar mem-
berikan dampak terhadap
pencapaian target pemban-
gunan dan kebutuhan dasar
masyarakat,” ujar Andi Su-
mangerukka.

Ia juga meminta perang-
kat daerah memperbaiki
sistem pelaporan keuangan
dan meningkatkan daya
serap anggaran. Menurut
dia, pelaksanaan kegiatan
tidak semestinya menum-
puk pada akhir tahun karena
kondisi tersebut dapat men-
gurangi efisiensi dan efekti-
vitas penganggaran.

Gubernur membuka ru-
ang bagi DPRD dan pe-
mangku kepentingan lain-

nya untuk memberikan
masukan selama proses
pembahasan.  Pemerintah

provinsi berharap peruba-
han KUA-PPAS tersebut
dapat menjadi pijakan untuk
mempercepat pembangunan
dan menjaga kesinambun-
gan program prioritas Sul-
tra.

“Mari kita terus bersin-
ergi dalam  mendorong
percepatan  pembangunan
daerah untuk mewujudkan
Sulawesi Tenggara yang
maju, aman, sejahtera dan
religius,” kata Andi Suman-
gerukka. (*)
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Tujuh Daerah Sultra Rawan Karhutla,
Gubernur ASR Perintahkan Posko Karhutla
dan Kekeringan Aktif 24 Jam

SULTRA, BP- Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tenggara memperkuat
kesiapsiagaan menghadapi ancaman
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
serta kekeringan menjelang puncak
musim kemarau yang diperkirakan
berlangsung pada September hingga
Oktober 2026. Gubernur Sultra Andi
Sumangerukka meminta pemerintah
kabupaten dan kota memastikan ke-
siapan di lapangan, mulai dari per-
sonel, sarana, logistik, data, hingga
sistem komando dan respons cepat.

Penegasan itu disampaikan Andi
Sumangerukka ketika memimpin
Apel Siaga dan Simulasi Penanggu-
langan Bencana Karhutla serta Keke-
ringan Provinsi Sultra Tahun 2026 di
Lapangan Kantor Gubernur Sultra,
Kendari, Rabu (26/8/2026). Ia me-
minta kegiatan kesiapsiagaan tidak
berhenti sebagai agenda protokoler,
tetapi menjadi dasar untuk memasti-
kan setiap daerah mampu bertindak
ketika bencana terjadi.

“Saya berharap bukan hanya ke-
giatan seremonial. Betul-betul kita
siap untuk menghadapi bencana. Ada
data, maka dengan data itu kita bisa
melakukan langkah-langkah,” kata
Andi dalam amanatnya.

Salah satu instruksi utama guber-
nur ialah mengaktifkan posko siaga
Karhutla dan kekeringan di seluruh
daerah. Para bupati dan wali kota ber-
sama BPBD masing-masing diminta
memastikan posko tersebut berfungsi
selama 24 jam dan mampu menye-
diakan informasi yang cepat, teru-
tama kepada Forkopimda, sehingga
pengerahan instansi terkait dapat
segera dilakukan.

Kebutuhan  kesiapsiagaan itu
semakin penting karena berdasar-
kan Kajian Risiko Bencana (KRB)
Provinsi Sultra Tahun 2022a€°2026,
terdapat tujuh kabupaten/kota yang
masuk kategori risiko tinggi Karhutla.
Ketujuh wilayah tersebut ialah Kabu-
paten Kolaka, Konawe, Konawe Se-
latan, Bombana, Buton Tengah, Kota
Kendari, dan Kota Baubau. Adapun
10 kabupaten lainnya berada pada
tingkat risiko sedang.

Berbeda dengan risiko Karhutla
yang terkonsentrasi pada sejumlah
daerah, ancaman kekeringan mencak-
up seluruh wilayah Sultra. Seluruh
kabupaten/kota di provinsi tersebut
berdasarkan kajian itu berada pada
tingkat risiko tinggi kekeringan.

Ancaman tersebut tidak dapat dip-
isahkan dari perubahan kondisi iklim
yang membuat pola cuaca semakin
sulit diprediksi. Dalam beberapa ta-
hun terakhir, perubahan iklim telah
meningkatkan frekuensi dan intensi-
tas sejumlah kejadian cuaca ekstrem
di berbagai kawasan dunia, terma-
suk gelombang panas, kekeringan
berkepanjangan, dan kebakaran veg-
etasi.

Secara historis, Indonesia juga
memiliki pengalaman panjang meng-
hadapi Karhutla. Krisis asap aki-
bat kebakaran hutan dan lahan pada
1997-1998, misalnya, menjadi salah
satu bencana lingkungan terbesar di
kawasan Asia Tenggara dan men-
dorong penguatan kerja sama region-
al dalam penanggulangan asap lintas
batas. Peristiwa tersebut juga mem-
perlihatkan bahwa kebakaran hutan
tidak hanya berdampak terhadap
lingkungan, tetapi dapat mengganggu
kesehatan, transportasi, perekonomi-
an, dan hubungan antarnegara.

Di tingkat global, kebakaran besar
di berbagai negara dalam beberapa
dekade terakhir turut memperlihatkan
keterkaitan antara kekeringan, kondi-
si vegetasi yang kering, suhu tinggi,
dan meningkatnya risiko kebakaran.
Karena itu, pendekatan penanggu-
langan bencana kini semakin diarah-
kan pada pencegahan, pengurangan
risiko, sistem peringatan dini, dan ke-
siapan sebelum bencana terjadi.

Andi mengatakan perubahan para-
digma tersebut juga harus diterapkan
dalam penanganan bencana di Sultra.
Pemerintah tidak cukup menunggu
kejadian untuk kemudian menger-
ahkan sumber daya, tetapi harus
melakukan pencegahan berdasarkan

data, memperkuat koordinasi lintas sek-
tor, serta menyiapkan skenario operasi
yang terukur.

“Saya juga mengingatkan, jangan kita
hanya berhenti di apel siaga dan simula-
si, tetapi betul-betul menganggap bahwa
kita betul-betul siap menghadapi ben-
cana,” ujarnya.

Untuk mencegah Karhutla meluas,
Gubernur meminta Dinas Kehutanan,
Manggala Agni, dan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam meningkatkan pa-
troli terpadu pada titik panas di kawasan
rawan kebakaran. Operasi tersebut
dilakukan dengan dukungan Korem 143/
Halu Oleo dan Polda Sultra, terutama di
wilayah yang memiliki risiko tinggi serta
kawasan hutan lindung.

Sistem deteksi dini juga diminta
diperkuat. Setiap laporan mengenai titik
api harus segera diverifikasi dan ditinda-
klanjuti agar tim pemadam dapat tiba di
lokasi sebelum kebakaran berkembang
menjadi lebih besar.

“Sekali lagi, saya ingin mengingatkan
kita, jangan kita hanya berhenti di kegia-
tan protokuler, tetapi betul-betul kita ha-
rus siap di lapangan karena kebakaran ini
perlu adanya penanganan bersama,” kata
Andi.

Selain pemadaman, aspek penega-
kan hukum menjadi bagian dari strategi
pencegahan. Gubernur meminta laran-
gan pembakaran hutan dan lahan terus
disosialisasikan kepada masyarakat ser-
ta penindakan dilakukan terhadap pero-
rangan maupun Korporasi yang sengaja
atau lalai melakukan pembakaran untuk
membuka lahan pertanian dan perkebu-
nan.

Sementara itu, ancaman kekeringan
diantisipasi melalui penyediaan sumber
air alternatif. OPD teknis diminta meny-
iapkan armada truk tangki untuk mendis-
tribusikan air ke permukiman yang
mengalami krisis air bersih. Pada saat
yang sama, puskesmas dan rumah sakit
diminta meningkatkan kesiapsiagaan un-
tuk menghadapi kemungkinan dampak
kesehatan akibat musim kemarau.

Pemerintah daerah juga diminta mem-
perkuat penggunaan teknologi dalam
pengambilan keputusan. Pengumpulan
data, pemanfaatan big data, pemantauan
satelit BMKG, serta aplikasi pelaporan
bencana secara real-time dinilai penting
untuk mempercepat deteksi dan respons
terhadap ancaman bencana.

Dalam pelaksanaannya, terdapat lima
agenda yang ditekankan pemerintah
provinsi, yakni penguatan koordinasi dan
klaster bencana lintas sektor; pencegah-
an dan penegakan hukum Karhutla; ke-
siapsiagaan menghadapi krisis air bersih
dan kesehatan masyarakat; penguatan
manajemen operasional serta keter-
ampilan personel; dan pengumpulan
data serta pemanfaatan teknologi infor-
masi.

Kesiapan  pemerintah, menurut
Andi, harus berjalan beriringan dengan
keterlibatan masyarakat. Para kepala
daerah diminta memberikan pemaha-
man mengenai bahaya Karhutla dan
dampaknya sehingga masyarakat ikut
mencegah aktivitas yang dapat memicu
kebakaran.

Kegiatan di Kantor Gubernur Sultra
tersebut tidak hanya diisi apel siaga.
Pemerintah juga menyerahkan dukun-
gan sarana mitigasi dan logistik pen-
anggulangan Karhutla serta kekeringan
kepada Bupati Bombana, Bupati Muna
Barat, dan Bupati Buton Utara.

Rangkaian  kegiatan  kemudian
dilanjutkan dengan simulasi penanga-
nan bencana yang melibatkan perso-
nel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan
perangkat daerah terkait. Simulasi itu
disaksikan langsung Gubernur Sultra
bersama Forkopimda dan pejabat ter-
kait sebagai bagian dari pengujian ke-
siapan personel menghadapi kondisi
darurat.

Melalui rangkaian langkah terse-
but, pemerintah provinsi menempatkan
pencegahan sebagai bagian penting da-
lam menghadapi musim kemarau. Bagi
Sultra, kesiapan menghadapi Karhutla
dan kekeringan bukan sekadar per-
soalan respons ketika bencana mun-
cul, melainkan kemampuan membaca
risiko, menyiapkan sumber daya, dan
bergerak cepat sebelum dampaknya
meluas.(*),
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Fashion Show Kepala OPD Jadi Strategi
Buton Tengah Promosikan Tenun Lokal
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Bupati Buton Alvin Akawijaya Donorkan
Darah, Kejar1 Targetkan 300 Kantong

L.

Laporan:Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah menjadikan fash-
ion show antarkepala
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) sebagai
bagian dari strategi
memperkuat pele-
starian dan promosi
tenun lokal. Kegiatan
yang berlangsung di
Lapangan J. Wayong,
Kecamatan Gu, Sabtu
malam  (22/8/2026),
tersebut diarahkan bu-
kan sekadar sebagai
hiburan, tetapi sebagai
sarana memperkenal-
kan wastra Buton Ten-
gah kepada masyarakat
sekaligus  membuka
ruang pengembangan
ekonomi kreatif.

Ajang yang di-
gelar bersama Dewan
Kerajinan ~ Nasional
Daerah (Dekranasda)
itu  mempertemukan
pimpinan OPD dalam
sebuah kompetisi yang
menonjolkan penggu-
naan dan kreativitas
dalam  mengenakan
tenun lokal. Bapenda
Buton Tengah keluar
sebagai Juara I, disu-
sul Dinas Pariwisata
sebagai Juara II dan
Dinas Pertanian se-
bagai Juara III.

Penguatan  tenun
dinilai penting karena
produk kerajinan terse-
but tidak hanya memi-
liki nilai ekonomi,
tetapi juga merepre-

sentasikan  identitas
budaya  masyarakat
setempat. Pemerintah

daerah karena itu mu-
lai mengarahkan pele-
starian tenun agar tidak
berhenti pada kegiatan
seremonial, melaink-
an diteruskan melalui

pendidikan,  pembi-
naan sentra produksi,
penguatan ~ UMKM,

dan promosi melalui
sektor pariwisata.
Bupati Buton Ten-
gah Dr. Azhari menga-
takan keterlibatan jaja-
ran pemerintah dalam
fashion show merupa-
kan bentuk apresiasi
terhadap karya perajin

sekaligus upaya mem-
perluas  pengenalan
tenun daerah. "Fashion
show ini bukan hanya
ajang kreativitas dan
hiburan, tetapi juga
media apresiasi terh-
adap kerajinan tenun
yang menjadi bagian
dari identitas budaya
masyarakat Buton
Tengah," kata Azhari.

Menurut dia, salah
satu langkah yang di-
siapkan untuk men-
jaga keberlanjutan
tradisi menenun ialah
mengenalkan  teknik
menenun kepada anak-
anak sejak usia seko-
lah. Pemerintah daerah
mendorong agar keter-
ampilan tersebut dapat
diperkenalkan sebagai
kegiatan ekstrakuriku-
ler di tingkat sekolah
dasar (SD) dan seko-
lah menengah pertama
(SMP).

Pendekatan terse-
but sekaligus menja-
di upaya menghadapi
tantangan regenerasi
perajin. Pengetahuan
mengenai proses pem-
buatan kain tradision-
al selama ini banyak
diwariskan ~ melalui
praktik dan keter-
ampilan antargenerasi.
Dengan  memperke-
nalkan menenun di
lingkungan  sekolah,
pemerintah  berharap
generasi muda  ti-
dak hanya mengenal
tenun sebagai produk
jadi, tetapi memahami
proses dan nilai bu-
daya yang melekat di
dalamnya.

Di tingkat mas-
yarakat, Pemkab
Buton Tengah juga
mendorong  pembi-
naan desa-desa yang
menjadi sentra tenun.
Pembinaan terse-
but diarahkan untuk
meningkatkan  kapa-
sitas perajin, menjaga
keberlanjutan produk-
si, sekaligus membu-
ka peluang pemasaran
yang lebih luas bagi
produk lokal.

Penguatan produk-
si kemudian dikait-
kan dengan perkem-
bangan UMKM dan

ekonomi kreatif. "Kita
ingin tenun tidak ha-
nya menjadi warisan
budaya, tetapi juga
memberikan nilai tam-
bah bagi masyarakat
melalui UMKM dan
ekonomi kreatif," ujar
Azhari.

Strategi  tersebut
memiliki konteks leb-
ih luas dalam perjala-
nan pelestarian kain
tradisional Indonesia.
Batik, misalnya, mem-
peroleh  pengakuan
UNESCO sebagai
Warisan Budaya Tak-
benda untuk Indonesia
pada 2009. Pengakuan
itu  memperlihatkan
bahwa kain tradisional
dapat berkembang se-
bagai identitas budaya

sekaligus ~ memiliki
nilai ekonomi ketika
pelestarian, kreativi-

tas, pendidikan, dan
promosi dilakukan se-
cara berkelanjutan.

Secara global, per-
hatian terhadap tek-
stil tradisional juga
berkembang melalui
agenda  pelindungan
warisan budaya tak-
benda. UNESCO sejak
2003 memiliki Kon-
vensi untuk Pelindun-
gan Warisan Budaya
Takbenda yang men-
dorong  negara-neg-
ara menjaga praktik,
pengetahuan, dan ket-
erampilan tradisional
agar tetap hidup di ten-
gah perubahan zaman.
Kerangka tersebut
relevan dengan upaya
Buton Tengah yang
menghubungkan ket-
erampilan  menenun
dengan  pendidikan
dan pemberdayaan
masyarakat.

Di  Buton Ten-
gah, promosi tenun
juga ditempatkan da-
lam agenda pengem-
bangan pariwisata.
Pemerintah daerah
menyiapkan berbagai
kegiatan yang dihara-
pkan dapat memper-
temukan kekayaan
budaya dengan potensi
wisata, termasuk ren-
cana penyelenggaraan
festival cave diving
bertaraf  internasion-

-— ——
g

al yang melibatkan

komunitas penyelam
mancanegara.
Selain  tiga pe-

menang utama, Bappe-
da mendapatkan peng-
hargaan sebagai Juara
Favorit. Sementara itu,
RSUD Buton Tengah
meraih Harapan I, Di-
nas Pekerjaan Umum
Harapan II, dan Sek-
retariat Daerah Hara-
pan III.

Ketua Dekranasda
Buton Tengah Umi
Noranah Azhari ber-
sama Wakil Ketua
Dekranasda Kartini
Adam Basan turut
hadir dalam kegiatan
tersebut. Kehadiran
jajaran Dekranasda
mempertegas  per-
an lembaga tersebut
dalam  mendukung
pengembangan ker-
ajinan daerah dan
memperluas promosi
produk perajin lokal.

Kegiatan itu juga
dihadiri Wakil Bu-
pati Buton Tengah
Muh. Adam Basan,
Kapolres Buton Ten-
gah AKBP Wahyu
Adi  Waluyo, Plh.
Sekda Abdullah,
serta para pimpinan
OPD. Keterlibatan
lintas unsur pemer-
intahan diharapkan
membuat agenda pe-
lestarian tenun tidak
berjalan sendiri, teta-
pi menjadi bagian
dari kebijakan pem-
bangunan daerah.

Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah
menargetkan promo-
si melalui kegiatan
kreatif dapat mening-
katkan apresiasi gen-
erasi muda terhadap
tenun lokal sekaligus
memperluas  pasar
produk perajin. Den-
gan menghubungkan
budaya, UMKM,
ckonomi kreatif, dan
pariwisata, tenun di-
harapkan tidak han-
ya bertahan sebagai
warisan masa lalu,
tetapi  berkembang
menjadi bagian dari
kekuatan ekonomi
daerah.(*)

Laporan:La Harman

BUTON, BP-Upaya mem-
perkuat ketersediaan darah bagi
masyarakat menjadi salah satu per-
hatian dalam peringatan Hari La-
hir Kejaksaan ke-81 di Kabupaten
Buton. Kejaksaan Negeri (Kejari)
Buton menggelar bakti sosial beru-
pa donor darah dan khitanan mas-
sal di Kantor Kejari Buton, Kamis
(27/8/2026), yang turut diikuti Bu-
pati Buton Alvin Akawijaya Putra,
S.H.

Alvin tidak sekadar menghadi-
ri kegiatan tersebut. Bupati Buton
itu turut menjadi pendonor dalam
aksi kemanusiaan yang ditargetkan
menghasilkan 300 kantong darah
untuk disetorkan kepada Palang
Merah Indonesia (PMI). Kegiatan
tersebut sekaligus menjadi bagian
dari rangkaian peringatan Harlah
Kejaksaan ke-81.

Kepala Kejari Buton Sterry
Fendy Andy, S.H., M.H., juga ikut
mendonorkan darah. Kehadiran
pimpinan kejaksaan bersama kepa-
la daerah, pejabat pemerintah, ja-
jaran kejaksaan, serta masyarakat
memperlihatkan upaya memban-
gun partisipasi lintas lembaga da-
lam kegiatan sosial tersebut.

Selain donor darah, Kejari Bu-
ton menggelar khitanan massal
yang diikuti 50 anak. Rangkaian
kegiatan sosial itu juga dilengka-
pi jalan sehat atau senam bersama
warga sebagai bagian dari pendeka-
tan kejaksaan kepada masyarakat.

Sterry mengatakan bakti so-
sial tersebut merupakan bentuk
kepedulian institusi kepada mas-
yarakat. Menurut dia, momen-
tum Harlah Kejaksaan tidak ha-
nya dirayakan melalui kegiatan
seremonial, tetapi juga dimanfaat-
kan untuk menghadirkan manfaat
secara langsung.

“Kita ingin berkontribusi dan
membantu masyarakat, antara lain
kita lakukan donor darah, khitanan
massal dan jalan sehat atau senam
bersama warga,” kata Sterry.

Kegiatan di Kantor Kejari Bu-
ton itu dihadiri Sekretaris Daerah
Buton La Ode Syamsuddin, S.Pd.,
M.Si., Asisten Sekda Buton, sejum-
lah kepala OPD, Ketua PMI Buton
La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si., para
pejabat Kejari Buton, Ketua Ikatan
Adhyaksa Dharmakarini, peser-
ta donor darah, serta keluarga dan
anak-anak yang mengikuti khitan-
an massal.

Target 300 kantong darah men-
jadi salah satu ukuran keberhasi-
lan kegiatan tersebut. Darah yang
terkumpul akan disetorkan kepada
PMI sehingga dapat menjadi bagian
dari persediaan untuk memenuhi
kebutuhan pasien dan masyarakat
yang sewaktu-waktu memerlukan
transfusi.

Bagi Alvin, donor darah mem-
punyai dimensi kemanusiaan yang
kuat. Darah yang disumbangkan
seseorang dapat membantu orang
lain yang berada dalam kondisi
membutuhkan pertolongan medis.

o

“Ini merupakan kegiatan yang mulia.
Semoga donor darah ini dapat menunjang
ketersediaan darah di PMI,” ujar Alvin.

la juga mengingatkan peserta agar
menjaga kondisi kesehatan selama
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Bupati berharap pelaksanaan bakti sosial
berlangsung aman dan tidak menimbul-
kan kejadian di luar rencana.

“Kepada yang akan mendonorkan da-
rah saya harap semua bisa berjalan den-
gan lancar, tidak ada kejadian di luar ren-
cana dan kita semua tetap dalam keadaan
sehat walafiat,” katanya.

Sterry menjelaskan kegiatan tersebut
juga berkaitan dengan arahan pimpinan
agar jajaran kejaksaan semakin dekat
dengan masyarakat. Kehadiran institusi
penegak hukum, menurut dia, tidak han-
ya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas
penegakan hukum, tetapi juga melalui
kegiatan sosial yang menyentuh kebutu-
han warga.

“Instruksi pimpinan agar kejaksaan
hadir di Sultra, lebih khusus di Buton,
Busel dan Buteng,” kata Sterry.

Dalam konteks yang lebih luas, donor
darah telah lama menjadi bagian penting
dari gerakan kemanusiaan. Di Indonesia,
kegiatan donor darah berkembang seiring
penguatan peran PMI setelah organisasi
tersebut didirikan pada 17 September
1945. PMI kemudian menjadi salah satu
lembaga penting dalam penyediaan dan
pelayanan darah bagi masyarakat.

Kebutuhan darah sendiri bersifat
berkelanjutan karena transfusi dibutuh-
kan dalam berbagai kondisi, antara lain
penanganan kecelakaan, operasi, kom-
plikasi kehamilan dan persalinan, serta
sejumlah penyakit yang membutuhkan
transfusi. Karena itu, ketersediaan stok
darah tidak hanya bergantung pada kebu-
tuhan saat terjadi keadaan darurat, tetapi
memerlukan partisipasi donor secara ru-
tin.

Di Buton, kegiatan Kejari tersebut
mencoba menggabungkan kepedulian
terhadap kebutuhan darah dengan pe-
layanan sosial lainnya. Khitanan massal
bagi 50 anak memberikan manfaat kes-
ehatan langsung, sedangkan donor darah
diarahkan untuk membantu masyarakat
yang membutuhkan melalui PMI.

Bupati Buton juga meminta organisasi
perangkat daerah terkait ikut mengawal
kegiatan tersebut. Koordinasi diperlukan
agar rangkaian kegiatan sosial yang men-
jadi bagian dari Harlah Kejaksaan ke-81
berjalan sesuai rencana dan memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui kegiatan itu, Kejari Buton
menempatkan peringatan Harlah Kejak-
saan bukan semata sebagai momentum
institusional, melainkan sebagai ruang
memperkuat hubungan dengan mas-
yarakat. Donor darah, khitanan massal,
dan kegiatan kebugaran bersama warga
menjadi bentuk konkret dari upaya terse-
but.

Dengan target 300 kantong darah dan
50 anak penerima khitanan massal, bakti
sosial di Kantor Kejari Buton diharapkan
memberi dampak yang lebih luas. Dar-
ah yang terkumpul akan menjadi bagian
dari dukungan terhadap kebutuhan PMI,
sementara keterlibatan pemerintah daer-
ah dan masyarakat memperkuat pesan
bahwa kepedulian sosial dapat dibangun
melalui kolaborasi lintas institusi.(*)
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Wamenkes Dorong Ayah Siaga, Perkuat
Pencegahan Stuntlng Sejak 1.000 HPK

Peliput: Andina L

BOGOR, BP- Pencegahan stunting
tidak cukup dibebankan kepada ibu. Pe-
merintah kini mendorong keterlibatan
ayah secara aktif sejak masa persiapan
kehamilan hingga anak berusia dua ta-
hun melalui gerakan Fatherhood Move-
ment atau Gerakan Keayahan sebagai
bagian dari penguatan program 1.000
Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Wakil Menteri Kesehatan Dante
Saksono Harbuwono menyampaikan
pentingnya peran tersebut saat melaku-
kan kunjungan kerja ke Kota Bogor,
Jawa Barat, Jumat (28/8). Dalam kun-
jungan itu, Dante bersama sejumlah pe-
jabat lintas kementerian meninjau pelak-
sanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Anak Sekolah dan program 1.000 HPK.

Dante menilai periode sejak kehami-
lan hingga anak berusia dua tahun mer-
upakan fase yang menentukan kualitas
kesehatan dan kecerdasan anak. Masa
tersebut mencakup 270 hari selama ke-
hamilan dan 730 hari setelah kelahiran
hingga anak memasuki usia di bawah
dua tahun atau baduta.

Karena itu, intervensi kesehatan tidak
seharusnya baru dilakukan ketika seo-
rang perempuan mengandung. Pemerin-
tah menempatkan persiapan sejak masa
remaja, calon pengantin, dan pasangan
usia subur sebagai bagian dari strategi
pencegahan stunting serta penurunan an-
gka kematian ibu dan bayi.

“Perkembangan otak justru terjadi
paling besar itu di usia 0 sampai 2 tahun.
Oleh karena itu, investasi early years ini
sangat penting,” kata Dante.

Untuk memperkuat strategi tersebut,
pemerintah menetapkan empat sasaran
intervensi dalam program 1.000 HPK.
Tahap pertama menyasar periode sebe-
lum kehamilan melalui peningkatan kes-
ehatan remaja putri dan skrining calon
pengantin agar pasangan yang akan me-
nikah memiliki kesiapan fisik.

Tahap kedua mencakup masa ke-
hamilan, persalinan, dan bayi baru lahir.
Pada fase ini, pemerintah menekankan
pemeriksaan kehamilan, termasuk USG
bagi ibu hamil, serta memastikan proses
persalinan berlangsung di fasilitas kese-
hatan yang aman.

Adapun tahap ketiga berfokus pada
anak usia di bawah dua tahun melalui
pemberian ASI eksklusif, pemenuhan
kebutuhan gizi, imunisasi, serta peman-
tauan pertumbuhan dan perkembangan.
Tahap keempat diarahkan pada pengua-
tan layanan kesehatan dengan memasti-
kan Puskesmas dan rumah sakit memiliki
kesiapan fasilitas dan pembiayaan untuk
mendukung pelayanan ibu dan anak.
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Penguatan intervensi pada
1.000 HPK memiliki konteks
penting dalam sejarah kebijakan
kesehatan anak di Indonesia. Pe-
merintah selama bertahun-tahun
menempatkan penurunan stunting
sebagai prioritas pembangunan
karena masalah gagal tumbuh ti-
dak hanya berkaitan dengan tinggi
badan, tetapi juga dapat memen-
garuhi perkembangan kognitif,
produktivitas, dan kualitas sumber
daya manusia dalam jangka pan-
jang.

Secara global, perhatian terha-
dap periode awal kehidupan juga
berkembang sejak kajian ilmiah
mengenai pentingnya perkemban-
gan anak usia dini semakin men-
guat. Organisasi kesehatan dan
lembaga internasional menempat-
kan masa kehamilan hingga dua
tahun pertama kehidupan sebagai
periode penting untuk intervensi
gizi, kesehatan, pengasuhan, dan
perlindungan anak.

Namun, menurut Dante, berb-
agai program pemerintah akan
sulit mencapai hasil optimal tan-
pa keterlibatan keluarga. Karena
itu, konsep Fatherhood Movement
diarahkan untuk memperluas per-
an ayah dari sekadar mendampin-
gi persalinan menjadi pihak yang
ikut bertanggung jawab terhadap
kesehatan, gizi, dan tumbuh kem-
bang anak.

“Kalau dulu kita kenal Sua-
mi Siaga saat persalinan, nanti di
1.000 HPK juga ada Ayah Siaga
supaya anak-anaknya tumbuh se-
hat,” ujar Dante.

Pandangan tersebut sejalan
dengan pesan Wakil Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Veronica Tan
yang menekankan pentingnya
kualitas hubungan antara orang tua
dan anak. Menurut dia, kesibukan
orang tua tidak boleh menghilang-
kan kesempatan membangun wak-
tu berkualitas bersama anak.

“Kualitas pendidikan dan kes-
ehatan sangat bergantung pada
fondasi keluarga. Terkadang orang
tua sibuk, anak juga sibuk. Maka
yang terpenting adalah memban-
gun quality time antara bapak, ibu,
dan anak,” kata Veronica.

Dalam kunjungan tersebut,
Veronica juga mendorong kelu-

arga membangun ke-
biasaan hidup sehat
dari lingkungan rumah.
Salah satunya dengan
membiasakan konsumsi
makanan yang dimasak
sendiri dan mengurangi
ketergantungan  terha-
dap makanan instan se-
bagai bagian dari pem-
bentukan pola hidup
sehat sejak dini.

Sebelum berdia-
log dengan pemangku
kepentingan lintas
sektor, rombongan
melakukan  peninjau-
an langsung terhadap
pelayanan  kesehatan.
Di Puskesmas Tanah
Sereal, mereka melihat
pemeriksaan rutin ibu
hamil atau Antenatal
Care (ANC), pelayanan
pemantauan pertumbu-
han dan perkembangan
baduta, serta pelaksa-
naan imunisasi bayi.

Rombongan kemu-
dian meninjau pelak-
sanaan tes kebugaran
siswa dan pemeriksaan
CKG Anak Sekolah
di ruang-ruang kelas
SMPN 5 Kota Bogor.
Kegiatan tersebut men-
jadi bagian dari upaya
memastikan intervensi
kesehatan tidak berhen-
ti pada kebijakan, tetapi
berjalan di fasilitas pe-
layanan dan lingkungan
pendidikan.

Kunjungan lin-
tas sektor itu turut di-
hadiri Wakil Menteri
Pendidikan Dasar dan
Menengah Fajar Riza,
Wakil Menteri Pem-
berdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Veronica Tan, Sekretar-
is Menteri Koordinator
Pemberdayaan Manusia
dan Kebudayaan Imam
Machdi, serta Tena-
ga Ahli Utama Kantor
Staf Kepresidenan Ade
Kadarisman.

Melalui penguatan
empat intervensi dan
pelibatan ayah dalam
1.000 HPK, pemerin-
tah berupaya mene-
mpatkan keluarga se-
bagai salah satu pusat
pencegahan stunting.
Pendekatan  tersebut
menegaskan bahwa in-
vestasi terhadap kese-
hatan anak bukan han-
ya persoalan pelayanan
medis, melainkan juga
keputusan dan ke-
biasaan yang dibangun
bersama sejak sebelum
kelahiran.(*)
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CKG Sekolah Petakan Ancaman Keseha-
tan Anak, Karies Gigi Masih Mendominasi

BOGOR, BP- Program Cek
Kesehatan Gratis (CKG) Anak Se-
kolah mulai memperlihatkan gam-
baran persoalan kesehatan yang
dihadapi generasi muda Indonesia.
Hingga Agustus 2026, sebanyak
15,2 juta siswa telah menjalani pe-
meriksaan dari target 50 juta anak
sekolah, dengan karies gigi men-
jadi temuan terbanyak, mencapai
40,9 persen secara nasional.

Persoalan  kesehatan  yang
ditemukan melalui pemeriksaan
tersebut tidak berhenti pada gang-
guan gigi. Kemenkes juga mencatat
anemia pada remaja putri, pening-
katan tekanan darah, serta serumen
impaksi atau penumpukan kotoran
telinga sebagai sejumlah masalah
yang banyak ditemukan pada anak
usia sekolah.

Di sisi lain, masalah gizi
menunjukkan kondisi yang tidak
kalah serius. Anak-anak Indonesia
menghadapi beban ganda berupa
gizi kurang dan gizi lebih. Ber-
dasarkan hasil CKG, prevalensi
obesitas pada anak usia sekolah se-
cara nasional mencapai 7,2 persen.

Temuan itu mendorong Ke-
menterian Kesehatan (Kemenkes)
menjadikan CKG bukan sekadar
program pemeriksaan keseha-
tan, melainkan pintu masuk un-
tuk memastikan persoalan yang
ditemukan mendapatkan interven-
si. Pemeriksaan di sekolah dinilai
penting karena memungkinkan
masalah kesehatan diketahui lebih
dini sebelum berkembang menjadi
gangguan yang lebih berat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante
Saksono Harbuwono menegaskan,
hasil pemeriksaan harus diikuti
penanganan yang melibatkan berb-
agai sektor. Pernyataan tersebut
disampaikan saat meninjau pelak-
sanaan CKG Anak Sekolah di
SMPN 5 Kota Bogor, Jawa Barat,
Jumat (28/8/2026).

“Edukasi memang penting,
tetapi aspek kesehatan merupakan
bekal utama bagi mereka untuk
bertumbuh dengan baik dan meng-
hasilkan manusia-manusia Indone-
sia yang unggul. Kita tidak hanya
sekadar memeriksa, tetapi temuan
ini harus ditindaklanjuti bersama
lintas sektor,” ujar Dante.

Kota Bogor menjadi salah satu
daerah yang menunjukkan tinggin-
ya persoalan karies gigi. Kepala
Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna
Nuraena menyebut angka gigi
berlubang pada siswa di wilayah
tersebut mencapai 48,79 persen.
Sementara cakupan pemeriksaan
CKG telah mencapai 49,62 persen.

Untuk memperluas jangkauan
pemeriksaan sekaligus merespons
persoalan akses layanan, Pemer-
intah Kota Bogor mengembang-
kan inovasi CKG Smart. Layanan
tersebut menggunakan pendekatan
jemput bola dengan mendatangi
sekolah dan memberikan terapi
awal secara terintegrasi.

“Di Bogor angka karies menca-
pai 48,79 persen. Untuk merespons
temuan ini dan tantangan akses,
kami menginisiasi inovasi CKG
Smart yang mobile dan responsif

untuk memberikan terapi awal terin-
tegrasi langsung ke sekolah-sekolah,”
kata Erna.

Strategi penanganan tersebut ditem-
patkan dalam kerangka yang lebih pan-
jang melalui integrasi CKG dengan in-
tervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK). Sasaran program mencakup
kesehatan sebelum kehamilan, keseha-
tan selama kehamilan hingga kelahiran,
kesehatan bayi di bawah dua tahun, ser-
ta penguatan fasilitas pelayanan kese-
hatan.

Pendekatan tersebut membuat pe-
meriksaan pada siswa SMP dan SMA
memiliki arti strategis. Remaja dipan-
dang sebagai calon orang tua sehingga
intervensi kesehatan pada fase ini di-
harapkan dapat mempersiapkan mereka
memasuki kehidupan reproduksi dalam
kondisi kesehatan yang lebih baik.

Secara historis, perhatian terhadap
kesehatan anak sekolah di Indonesia
bukan hal baru. Upaya kesehatan ber-
basis sekolah telah berkembang selama
puluhan tahun melalui Usaha Keseha-
tan Sekolah (UKS), yang menjadi salah
satu instrumen untuk membangun per-
ilaku hidup bersih dan sechat sekaligus
mendekatkan layanan kesehatan kepa-
da peserta didik.

Dalam perkembangan kebijakan
kesehatan global, pendekatan serupa
juga semakin menekankan pentingnya
deteksi dini. Organisasi Kesehatan Dun-
ia (WHO) secara konsisten mendorong
negara-negara memperkuat intervensi
kesehatan anak dan remaja, termasuk
pencegahan penyakit tidak menular,
kesehatan gizi, kesehatan mental, serta
pembentukan kebiasaan hidup sehat se-
jak usia sekolah.

Perubahan pola penyakit juga mem-
buat persoalan kesehatan anak semakin
kompleks. Jika sebelumnya perhatian
banyak diarahkan pada penyakit infek-
st dan kekurangan gizi, banyak negara
kini menghadapi persoalan gizi ber-
lebih dan penyakit tidak menular yang
muncul semakin dini. Kondisi tersebut
menjadikan sekolah sebagai salah satu
ruang penting untuk melakukan promo-
si, pencegahan, pemeriksaan, dan tin-
dak lanjut kesehatan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah Fajar Riza mengatakan
hasil pemeriksaan CKG harus ditinda-
klanjuti melalui kerja sama antarsektor
karena pelaksanaannya berlangsung di
lingkungan pendidikan. Menurut dia,
kesehatan dan pendidikan merupakan
dua fondasi yang tidak dapat dipisah-
kan dalam membentuk sumber daya
manusia.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pak
Wamenkes yang mengundang kami
bersama Wamen PPPA. Ini menunjuk-
kan sinergi karena CKG Sekolah dilak-
sanakan di ruang pendidikan dan hasil-
nya perlu ditindaklanjuti bersama,” ujar
Fajar.

Fajar menempatkan CKG sebagai
bagian dari Program Hasil Terbaik Ce-
pat Presiden Prabowo Subianto seka-
ligus implementasi Asta Cita keempat
yang menempatkan pendidikan dan
kesehatan sebagai fondasi pembangu-
nan sumber daya manusia unggul.

Kemenkes berharap hasil pemer-
iksaan yang dipublikasikan dapat
meningkatkan kewaspadaan orang tua
dan tenaga pendidik terhadap persoalan
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Praperadilan Ditolak, Febrie Adriansyah
Disebut Ikhlas Hormati Putusan Hakim

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Se-
latan yang menolak
seluruh permohonan
praperadilan Febrie
Adriansyah tidak
akan  dipersoalkan
lebih lanjut dari sisi
sikap hukum klien-
nya. Kuasa hukum
menyatakan mantan
Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khu-
sus (Jampidsus) Ke-
jaksaan Agung itu
telah menerima dan
menghormati putu-
san hakim, meskipun
tim pembela men-
emukan  sejumlah
catatan dalam per-
timbangannya.

Sikap tersebut
disampaikan  Febri
Diansyah seusai
menjenguk  Febrie
Adriansyah di Ru-
mah Tahanan Neg-
ara (Rutan) Ge-
dung Merah Putih
KPK, Jakarta, Jumat
(28/8).  Pertemuan
itu dilakukan se-
hari setelah hakim
tunggal PN Jakarta
Selatan Richard Ed-
win Basoeki memb-
acakan putusan atas

permohonan  prap-
eradilan.
Menurut  Febri,

sikap menerima pu-
tusan tersebut ber-
kaitan dengan posisi
Febrie sebagai seo-
rang penegak hu-
kum. Karena itu, apa
pun produk hukum
yang telah diputus
pengadilan tetap ha-
rus dihormati.
“Beliau sudah
mengikhlaskan apa
pun keputusan itu
dan  menghormati
putusan Praperadilan
kemarin karena be-
liau ini kan penegak
hukum,” ujar Febri.
Namun, penghor-
matan terhadap pu-
tusan tidak berarti
kuasa hukum meng-
abaikan 1isi pertim-

=

.

Sidang praperadilan Febrie Adriansyah.

bangannya. Setelah
persidangan berakh-
ir, tim pembela kem-
bali mempelajari pu-
tusan tersebut secara
lebih rinci dengan
menyusun transkrip
cepat dari pemba-
caan putusan.

Febri menga-
takan, transkrip yang
telah mereka susun
mencapai sekitar 50
halaman. Dari pem-
bacaan ulang itu,
tim hukum menemu-
kan sejumlah bagian
yang menurut mer-
eka perlu mendapat
perhatian, terutama
berkaitan ~ dengan
cara fakta persidan-
gan dipahami dan
dijadikan dasar per-
timbangan.

“Pada prinsipnya
dari respons yang
disampaikan pak
FA [Febrie Adrian-
syah] dan diskusi
yang kami lakukan,
pak FA menghor-
mati putusan penga-
dilan tersebut,” tutur
Febri.

Ia menyebut ter-
dapat apa yang
dinilainya  sebagai
bias dalam memaha-
mi fakta-fakta yang
terungkap di persi-
dangan. Kendati de-

mikian, keberatan
tersebut tidak men-
gubah keputusan

Febrie untuk meng-
hormati putusan
yang telah dijatuh-
kan.

“Setelah kami
baca ulang memang
terdapat sejum-

lah catatan, ya, dan
menurut kami ada bi-
as-bias dalam pema-
haman terhadap fak-
ta persidangan yang
ada, tetapi karena itu
sudah diputus maka
kami menghormati
putusan Praperadilan
tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya,
Richard Edwin Ba-
soeki  menyatakan
seluruh proses hu-
kum yang dilaku-

kan terhadap Febrie
Adriansyah telah
sesuai prosedur.
Hakim tunggal terse-
but sekaligus me-
nolak seluruh dalil
yang diajukan Febrie
dalam permohonan
praperadilan.
Pertimbangan
hakim mencakup
rangkaian tindakan
aparat penegak hu-
kum sejak penyeli-
dikan dan penyidikan
hingga tindakan
penggeledahan serta
penyitaan. Peneta-
pan tersangka dan
pencegahan Febrie
untuk bepergian
ke luar negeri juga
dinilai telah dilaku-
kan sesuai ketentuan.
Dengan demikian,
hakim menyatakan
tidak terdapat alasan
hukum untuk meng-
abulkan permohonan
praperadilan Febrie.
Putusan itu diba-
cakan dalam sidang
di PN Jakarta Selatan
pada Kamis (27/8).
“Mengadili, da-
lam pokok perkara,
menolak permo-
honan Praperadilan
Pemohon untuk
seluruhnya,”  ucap
Richard saat memba-
cakan amar putusan.
Secara  historis,
praperadilan  mer-
upakan salah satu
instrumen  penting
dalam sistem hukum
acara pidana Indo-
nesia.  Mekanisme
tersebut diperke-
nalkan melalui Un-
dang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum Acara
Pidana atau KUHAP
yang mulai berlaku
pada 31 Desember
1981. Kehadirannya
dimaksudkan antara
lain untuk menye-
diakan mekanisme
pengawasan yudisial
terhadap  tindakan
tertentu aparat pen-
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egak hukum.
Perkembangan
praktik praperadilan

kemudian men-
galami  perubahan
signifikan  setelah

Mahkamah Konsti-
tusi melalui Putusan

Nomor 21/PUU-
XII/2014  memper-
luas objek yang

dapat diuji. Putusan
tersebut antara lain
membuka ruang
pengujian terhadap
penetapan  tersang-
ka, penggeledahan,
dan penyitaan, seh-
ingga praperadilan
semakin sering digu-
nakan dalam perkara
pidana yang menjadi
perhatian publik.

Dalam  perkem-
bangan hukum pi-
dana di berbagai
negara, mekanisme
pengawasan penga-
dilan terhadap tinda-
kan aparat penegak
hukum juga dike-
nal dengan bentuk
yang berbeda-beda.
Prinsip dasarnya
adalah memastikan
kewenangan peny-
idikan dan penega-
kan hukum tetap ber-
jalan dalam koridor
hukum serta menye-
diakan upaya per-
lindungan terhadap
hak-hak pihak yang
berhadapan dengan
proses pidana.

Bagi Febrie, pu-
tusan PN Jakarta
Selatan tersebut kini
menjadi bagian dari
proses hukum yang
harus dijalani. Se-
mentara itu, Kkuasa
hukum tetap meny-
impan catatan terha-
dap sejumlah pertim-
bangan hakim, tetapi
memilih  menghor-
mati putusan yang
telah  berkekuatan
sebagai  keputusan
dalam perkara prap-
eradilan tersebut.(*)
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Ricuh Jakarta 27 Agustus, 322 Orang
Ditangkap, 45 Jadi Tersangka

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-  Kepolisian
menetapkan 45 tersangka dari 322
orang yang diamankan setelah ker-
icuhan terjadi di sejumlah titik di
Jakarta pada Kamis (27/8) malam.
Kericuhan tersebut merupakan
rangkaian setelah demonstrasi di
depan Gedung MPR/DPR, Sen-
ayan, dan diwarnai dugaan peru-
sakan fasilitas umum serta tindakan
kekerasan.

Polda Metro Jaya kini menda-
lami peran masing-masing orang
yang diamankan. Pemeriksaan
dilakukan dengan membagi mer-
eka ke dalam sejumlah kelompok
berdasarkan dugaan keterlibatan,
mulai dari pelaku perusuhan, pem-
bawa senjata tajam, hingga pihak
yang diduga menggerakkan dan
merekrut massa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Budi Hermanto menga-
takan, 322 orang tersebut diamank-
an untuk menjalani pemeriksaan.
Dari jumlah itu, 162 orang mer-
upakan kelompok dewasa berusia
19 hingga 40 tahun, sedangkan 160
lainnya berusia 12 hingga 18 tahun.

“Berdasarkan hasil pendataan,
sebanyak 322 orang diamankan un-
tuk menjalani pemeriksaan,” kata
Budi, Jumat (28/8).

Polisi juga menemukan sejum-
lah benda yang dinilai berpotensi
digunakan dalam aksi kekerasan.
Barang-barang tersebut melipu-
ti golok, gunting, pisau, ketapel,
mata panah, rantai besi, serta empat
tongkat bambu.

Direktur  Reserse  Kriminal
Umum Polda Metro Jaya Kombes
Iman Imanuddin mengatakan,
penyidik membagi orang-orang
yang diamankan ke dalam enam
klaster untuk memetakan dugaan
peran mereka dalam kericuhan.

Klaster pertama terdiri atas
anak-anak yang berusia di bawah
18 tahun. Sebanyak 153 anak ma-
suk dalam kelompok ini dan proses
penyidikannya diserahkan kepada
Direktorat Reserse PPA dan PPO.

Klaster kedua mencakup orang-
orang yang diduga terlibat dalam
perusuhan dengan jumlah 91 orang.
Sementara itu, klaster ketiga ber-
kaitan dengan dugaan perusakan
fasilitas umum dan penganiayaan.
Dalam kelompok tersebut, peny-
idik telah melakukan pemeriksaan
terhadap 71 orang yang diamankan.

Adapun klaster keempat ber-
kaitan dengan kepemilikan senjata
tajam. Polisi mencatat terdapat tiga
orang yang diduga kedapatan mem-
bawa senjata tajam di lokasi aksi.

Penyidik selanjutnya mendala-
mi klaster kelima yang berkaitan
dengan dugaan penggerak dan pi-
hak yang membiayai aksi keru-
suhan. Klaster keenam diarahkan
untuk mengusut pihak yang diduga
merekrut massa untuk terlibat da-
lam aksi yang kemudian berujung
ricuh.

Dari keseluruhan proses terse-
but, polisi telah menetapkan 45
orang sebagai tersangka. Iman
mengatakan, dugaan tindak pidana
yang dilakukan para tersangka ber-
kaitan dengan perusakan fasilitas
umum dan penganiayaan terhadap

orang maupun barang.

“Modus operandi yang dilakukan
oleh orang-orang yang sudah kami
tetapkan sebagai tersangka adalah
melakukan perusakan fasilitas umum
dan melakukan penganiayaan baik ter-
hadap orang maupun terhadap barang,”
ujar Iman.

Di tengah penanganan perkara terse-
but, kepolisian juga mengonfirmasi satu
orang meninggal dunia dalam rangkaian
aksi demonstrasi. Korban sempat diba-
wa ke RS Polri Kramat Jati untuk men-
jalani identifikasi dan proses visum.

Namun, proses autopsi belum dapat
dilakukan karena pihak keluarga meno-
lak pemeriksaan terhadap jenazah. Poli-
si menyatakan masih berupaya memas-
tikan penyebab kematian korban melalui
langkah penyelidikan yang tersedia.

“Kami tetap melakukan permohonan
untuk melakukan autopsi untuk diketa-
hui penyebab kematian, ditolak oleh
pihak keluarga. Di satu sisi kami empa-
ti, sehingga pihak penyidik belum bisa
meminta keterangan lebih lanjut,” kata
Budi.

Peristiwa tersebut menambah catatan
panjang mengenai demonstrasi di ka-
wasan Gedung DPR/MPR yang beber-
apa kali berakhir dengan kericuhan.
Pada September 2019, misalnya, aksi
mahasiswa di depan Gedung DPR yang
semula berlangsung tertib juga berubah
menjadi kerusuhan dan meluas ke se-
jumlah titik di sekitar Senayan.

Dalam sejarah yang lebih jauh,
demonstrasi dan gejolak politik juga
pernah menjadi bagian penting dari pe-
rubahan nasional. Tragedi Trisakti pada
12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa
meninggal dunia dalam aksi demonstra-
si, menjadi salah satu momentum yang
memperkuat gerakan Reformasi. Presi-
den Socharto kemudian mengundurkan
diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun
berkuasa.

Kerusuhan Mei 1998 juga menun-
jukkan bagaimana aksi massa dapat
berkembang menjadi persoalan sosial
yang jauh lebih luas ketika terjadi ke-
kerasan dan perusakan. Data yang di-
himpun Tim Gabungan Pencari Fakta
mencatat besarnya jumlah korban dalam
kerusuhan tersebut, meskipun terdapat
perbedaan angka antarinstansi menge-
nai jumlah korban meninggal.

Fenomena demonstrasi yang berubah
menjadi kekerasan bukan hanya terjadi
di Indonesia. Di Hong Kong, misaln-
ya, gelombang demonstrasi pada 2019
berkembang menjadi konflik berkepan-
jangan dan melibatkan berbagai tinda-
kan kekerasan. Reuters mencatat leb-
th dari 10.200 orang ditangkap terkait
rangkaian demonstrasi tersebut dan leb-
th dari 870 orang didakwa melakukan
kerusuhan.

Meski demikian, setiap peristiwa
memiliki latar belakang dan konteks
politik yang berbeda. Dalam kasus Ja-
karta pada 27 Agustus ini, kepolisian
masih memusatkan penyidikan pada du-
gaan perusakan, penganiayaan, kepemi-
likan senjata tajam, serta dugaan adanya
pihak yang menggerakkan dan merekrut
massa.

Penanganan terhadap 322 orang
tersebut selanjutnya akan menentukan
status hukum masing-masing berdasar-
kan bukti dan hasil pemeriksaan. Se-
mentara penyebab kematian satu korban
masih menjadi bagian yang perlu dipas-
tikan melalui proses penyelidikan lebih
lanjut.(*)
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Wali Kota Baubau HYF Instruksikan
Pembenahan Buper Samparona Jelang
Perkemahan Budaya

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Baubau
mematangkan per-
siapan  Perkemahan
Budaya yang dijad-
walkan  berlangsung
pada minggu pertama
September 2026. Men-
jelang pelaksanaan ke-
giatan, Wali Kota Bau-
bau H. Yusran Fahim,
SE, meninjau langsung

Bumi Perkemahan
(Buper)  Samparona
untuk memastikan
lokasi tersebut me-

menuhi kebutuhan pe-
serta sekaligus aman
bagi pengunjung.

Peninjauan dilaku-
kan  pada  Rabu
(26/8/2026)  dengan
melibatkan sejumlah
organisasi perangkat
daerah (OPD). Pe-
merintah daerah ingin
memastikan berb-
agai persoalan teknis
di lapangan dapat
diidentifikasi dan
diselesaikan sebelum
kawasan tersebut dipa-
dati peserta dan mas-
yarakat.

Salah satu persoa-
lan yang menjadi per-
hatian utama ialah ak-
ses jalan menuju dan
keluar dari kawasan
Buper Samparona.
Pemerintah  menilai
kondisi akses perlu
segera dibenahi agar
pergerakan  peserta,
kendaraan pendukung,
maupun  masyarakat
selama kegiatan ber-
langsung tidak ter-
ganggu.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Baubau
Yudi Masril, ST, MT,
mengatakan  arahan
pembenahan tersebut
diberikan setelah Wali
Kota melihat langsung
kondisi kawasan. In-
struksi itu  kemudi-
an diteruskan kepada
OPD terkait agar pen-
anganannya dilakukan
secara cepat dan ter-
koordinasi.

“Perkemahan Bu-
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daya ini membawa
nama daerah, sehingga
kenyamanan dan ke-
selamatan peserta ha-
rus menjadi prioritas.
Akses  keluar-masuk
lokasi harus kita pas-
tikan memadai, aman,
dan tidak menghambat
mobilitas,’ujar  Yudi
dalam siaran persnya,

Rabu (26/8/2026).
Selain akses trans-
portasi,  pemerintah
daerah memeriksa
fasilitas dasar yang
akan menunjang
pelaksanaan  kegia-

tan. Ketersediaan air
bersih, toilet, kebersi-
han kawasan, serta
aspek keamanan dan
keselamatan  peserta
menjadi bagian dari
kesiapan yang perlu
dipastikan ~ sebelum
perkemahan dimulai.

Pemerintah  juga
menaruh perhatian
pada kondisi lingkun-
gan sekitar lokasi ke-
giatan. Titik-titik yang
dinilai membutuhkan
penanganan  khusus
akan dipetakan seh-
ingga petugas dapat
menentukan langkah
antisipasi apabila ter-
jadi persoalan selama
kegiatan berlangsung.

Aspek keselamatan
menjadi  salah satu
pertimbangan  pent-
ing dalam pemetaan
tersebut. Pemerintah
daerah akan memas-
tikan jalur evakuasi
tersedia dan dapat di-
gunakan apabila ter-
jadi keadaan darurat,
termasuk menghadapi
kemungkinan peruba-
han kondisi cuaca se-
lama kegiatan.

Yudi mengatakan
pembenahan  fasili-
tas dan akses tidak
akan dikerjakan oleh
satu perangkat daerah
saja. Koordinasi lin-
tas OPD diperlukan
agar pekerjaan dapat
berlangsung  secara
efektif dan seluruh ke-
butuhan yang masih
kurang dapat ditangani
sebelum jadwal pelak-
sanaan.

Keterlibatan lintas
sektor tersebut juga
diperlukan karena ke-

giatan  perkemahan
berpotensi meningkat-
kan mobilitas orang
dan kendaraan di ka-

wasan Samparona.
Dengan demikian,
kesiapan lokasi tidak
hanya  menyangkut

tempat peserta berke-
mabh, tetapi juga akses,
sanitasi, keselamatan,
kebersihan, dan pe-
layanan pendukung.

“Yang paling pent-
ing adalah kita pasti-
kan seluruh kebutuhan
peserta terpenuhi. Jan-
gan sampai ada perso-
alan yang sebenarnya
bisa kita antisipasi se-
jak awal,” kata Yudi
mengutip arahan Wali
Kota Baubau.

Secara historis,
kegiatan  perkemah-
an memiliki kaitan
kuat dengan pendi-
dikan kepanduan dan
pembentukan  karak-
ter generasi muda. Di
Indonesia, gerakan
kepanduan  berkem-
bangsejak masa Hindia
Belanda dan kemudian
mengalami  penyatu-
an melalui Gerakan
Pramuka yang secara
resmi  diperkenalkan
pada 1961. Kegia-
tan perkemahan sejak
lama menjadi salah
satu sarana pembelaja-
ran di luar ruang yang
menekankan kemandi-
rian, kerja sama, kedi-
siplinan, dan pengena-
lan lingkungan.

Dalam konteks
yang lebih luas, tradisi
perkemahan  kepan-
duan juga berkembang
secara  internasional.
Gerakan  kepanduan
dunia yang dirintis
Robert  Baden-Pow-
ell pada awal abad
ke-20 menjadikan ak-
tivitas luar ruang se-
bagai bagian penting
dari pendidikan kaum
muda. Perkemahan in-
ternasional kemudian
berkembang menjadi
ruang pertemuan lintas
bangsa dan budaya.

Konteks  tersebut
membuat kegiatan bu-
daya yang dikemas
melalui  perkemahan
memiliki nilai lebih
dari sekadar agenda
seremonial.  Interak-
si antarpeserta dapat
menjadi sarana mem-
perkenalkan  tradisi,
kesenian, kearifan lo-
kal, sekaligus mem-
bangun pemahaman
terhadap keberagaman
budaya.

Bagi  Pemerintah
Kota Baubau, Perke-
mahan Budaya Sep-
tember 2026 dihara-
pkan menjadi salah
satu momentum un-
tuk memperkenalkan
kekayaan budaya dan
potensi daerah kepada
masyarakat yang lebih
luas. Karena itu, kesia-
pan Buper Samparona
menjadi bagian pent-
ing dari keberhasilan
penyelenggaraan  ke-
giatan.

Yudi optimistis
seluruh  pembenahan
dapat dituntaskan ses-
uai waktu yang ditetap-
kan. Dengan persiapan
yang dilakukan se-
jak sebelum kegiatan
dimulai, pemerintah
berharap  Perkemah-
an Budaya dapat ber-
langsung aman, tertib,
nyaman, serta mening-
galkan kesan positif
bagi peserta dan tamu
yang datang ke Kota
Baubau.

Pemerintah  Kota
Baubau kini men-
garahkan  perhatian
pada penyelesaian
kebutuhan teknis di
lapangan. Pemben-
ahan akses, penye-
diaan fasilitas dasar,
pemetaan jalur
evakuasi, hingga ke-
siapsiagaan mengh-
adapi cuaca menjadi
rangkaian persiapan
agar Buper Samparo-
na siap digunakan
pada minggu perta-
ma September 2026.
(*)
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Wali Kota Baubau HYF Tinjau Sawah
Kering Terdampak Kemarau Panjang Capai

26 Hektare, Bantuan Petani Disiapkan
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BAUBAU, BP-Pemerintah Kota
Baubau menyiapkan intervensi un-
tuk menyelamatkan tanaman padi
yang terdampak kekeringan akibat
musim kemarau dan fenomena El
Nino. Pemerintah daerah meme-
takan sekitar 26 hektare areal per-
sawahan terdampak di Kecamatan
Bungi dan Kecamatan Lea-Lea se-
bagai dasar penentuan bantuan bagi
petani.

Upaya  tersebut  dilakukan
setelah Wali Kota Baubau H. Yus-
ran Fahim, SE meninjau langsung
kondisi persawahan dan sumber air
di dua kecamatan tersebut, Rabu
(26/8/2026). Peninjauan lapangan
menjadi langkah awal pemerintah
untuk melihat tingkat dampak keke-
ringan sekaligus mencari sumber
air yang masih dapat dimanfaatkan.

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Baubau
Ibnu Wahid, ST, MM mengatakan,
pemerintah tidak ingin menentukan
bentuk bantuan hanya berdasarkan
laporan administratif. Kondisi ta-
naman dan ketersediaan air perlu
diperiksa secara langsung agar in-
tervensi yang diberikan sesuai ke-
butuhan petani.

Dari hasil peninjauan tersebut
diketahui lahan yang mengalami
dampak kekeringan mencapai seki-
tar 26 hektare. Areal terdampak ti-
dak terkonsentrasi dalam satu ham-
paran, tetapi tersebar di sejumlah
lokasi dan kelompok tani.

Situasi itu membuat proses pen-
dataan menjadi penting. Pemerin-
tah Kota Baubau meminta Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
mengidentifikasi kelompok tani dan
petani yang benar-benar terdampak
sehingga bantuan dari pemerintah
daerah tidak salah sasaran.

“Pemerintah harus hadir dan
melihat langsung kondisi mas-
yarakat, terutama para petani yang
terdampak kekeringan,” kata Yus-
ran sebagaimana dikutip Ibnu
Wahid dalam siaran pers, Rabu
(26/8/2026).

Selain melakukan pendataan,
pemerintah juga mulai melihat ke-
mungkinan penggunaan sumber
air yang masih tersedia di sekitar
Bendungan Wonco 1 dan Wonco 2.
Air dari kawasan tersebut berpoten-
st dialirkan ke persawahan dengan
menggunakan mesin pompa.

Salah satu bentuk interven-
si yang dipertimbangkan ialah
penyediaan mesin Alkon. Peralatan
tersebut dapat digunakan untuk
memompa air dari sumber yang ter-
sedia menuju lahan pertanian yang
membutuhkan pasokan air.

“Kita akan melihat apa yang bisa
diintervensi pemerintah agar tana-
man padi mereka tetap bisa dise-
lamatkan dan produksi pertanian
tetap terjaga,” ujar Yusran.

Ketersediaan air menjadi perso-
alan utama dalam mempertahankan
tanaman padi selama periode keke-
ringan. Karena itu, pemanfaatan
sumber air alternatif dinilai menja-
di salah satu pilihan untuk mengu-
rangi tekanan terhadap sawah yang
masih dapat diselamatkan.

Pemerintah daerah juga menem-
patkan perlindungan produksi pan-
gan sebagai bagian dari penanga-

nan dampak kemarau. Kekurangan
air yang berlangsung terlalu lama
berpotensi menurunkan produktivi-
tas tanaman sekaligus meningkat-
kan risiko kerugian bagi petani.

Fenomena El Nino sendiri bu-
kan merupakan fenomena baru da-
lam sejarah iklim dunia. ElI Nino
merupakan bagian dari siklus iklim
alami yang ditandai oleh pemana-
san suhu permukaan laut di bagian
tengah dan timur Pasifik tropis dan
dapat memengaruhi pola hujan di
berbagai wilayah, termasuk Indone-
sia.

Indonesia memiliki pengalaman
menghadapi dampak EI Nino ter-
hadap sektor pertanian. Salah satu
episode El Nino yang kuat terjadi
pada 1997-1998 dan turut dikaitkan
dengan kekeringan luas serta keba-
karan hutan dan lahan di sejumlah
wilayah Indonesia. Fenomena seru-
pa kembali menjadi perhatian ketika
El Nino 2015 memicu kondisi ker-
ing di berbagai daerah.

Pada tingkat global, El Nino juga
pernah berkontribusi terhadap peru-
bahan pola cuaca ekstrem di berb-
agai kawasan. Episode El Nino kuat
pada 2015-2016, misalnya, tercatat
sebagai salah satu peristiwa iklim
penting yang memengaruhi pola
curah hujan, suhu, dan kondisi per-
tanian di sejumlah negara.

Pengalaman tersebut menun-
jukkan bahwa dampak kekeringan
tidak hanya menyentuh persoa-
lan lingkungan, tetapi juga dapat
berpengaruh terhadap ketahanan
pangan dan kehidupan ekonomi
masyarakat. Karena itu, langkah
mitigasi di tingkat daerah menjadi
penting ketika kondisi lapangan mu-
lai menunjukkan tekanan terhadap
produksi pertanian.

Bagi Pemerintah Kota Baubau,
intervensi yang disiapkan tidak ber-
henti pada penyediaan sarana pen-
gairan. Dinas Pertanian dan Ketah-
anan Pangan juga akan melakukan
pendataan serta verifikasi terhadap
kelompok tani terdampak sebagai
dasar menentukan bentuk bantuan
yang paling diperlukan.

“Pemerintah daerah melalui Di-
nas Pertanian dan Ketahanan Pan-
gan selanjutnya akan melakukan
pendataan dan verifikasi terhadap
kelompok tani terdampak sebagai
dasar dalam menentukan bentuk
bantuan dan intervensi yang paling
dibutuhkan di lapangan,” kata Ibnu.

Langkah tersebut diharapkan
dapat menekan potensi kerugian
petani sekaligus menjaga keber-
langsungan produksi padi di ten-
gah tekanan musim kemarau dan
El Nino. Pemerintah daerah juga
ingin memastikan setiap dukungan
diberikan berdasarkan kondisi nyata
di lapangan dan melalui pendanaan
Pemerintah Kota Baubau.

Dengan luas areal terdampak
sekitar 26 hektare yang tersebar di
sejumlah lokasi, kecepatan pen-
dataan dan penentuan intervensi
menjadi faktor penting. Pemerintah
kini mengarahkan perhatian pada
penyelamatan tanaman yang ma-
sih memungkinkan dipertahankan
serta memastikan petani terdampak
memperoleh dukungan secara tepat
sasaran.(ardi)



